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Menimbang:

Mengingat:

BUPATI KONAWE SELATAN
PROVIilSI SULAWESI TEN(X}ARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAIT
NOMOR: I tAXUtt 2024

TENTANG

PEDOMAN PELNrcANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERATI

KABUPATEIY XONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOIiAI&'E SELATAfi ,

bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun Anggaran 2024 dan mendukung kelancaran
penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas;
bahwa dengan ditetapkalnya Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Seiatan Tahun 2023 Nomor 09);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dal huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggpsan 2024.
Pasal 18 (6) Undang-Undarg Dasar Negara Republik Indonesia,
Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 1999 i,iomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 42671;

a,

b.

c.

1.

2.
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4. Undang-Undalg Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran iriegara Repubiik indonesia i,[omor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuaagan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Ta,hun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan I'{asionai (Lembaran i.,iegara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaral Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencala
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2OO5-2O25
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47OO);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
incionesia Tahun 20ii Nomor 82, Tambahan Lembaran i,iegara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 lentang Pemerintahan
Daerah (i,embaran i'legara Repubiik indonesia Tahun 2Oi4 Nomor
244, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahlur. 2022

tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat rian Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomot 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah dan Daerah
Provinsi rian Pemerintahan Daera-h KabupatenTKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105,
Tambahan i,embaran i.{egara Repubiik indonesia Nomor 5055i;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 57);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Stanciart Akuntansi Pemerintah Berbasis Ai<ruai pacia Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
t4251;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Repubiik incionesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Peny'usunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2O23 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 9721;

22. Peratura:rr Menteri Keuangan Nomor 83|PMK.O2/2022 tentang
Standar Biaya fuIasukan Tahun Anggaran 2023 (Beita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun
2OO7 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
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24. Perahxan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Seiatan (i,embaran Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Ta-hun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Talun
2022 Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun
2O2i tentang Pokok-Pokok Pengeloiaan Keuangan Daerah
(kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor
3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 09 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 {Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor O9);

2T.Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Sistem Transaksi Non Tlrnai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran
Daerah Dalam Anggaran Penriapatan dan Beianja Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2018 Nomor 9);

28. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 122 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 1221.

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

MenetapKan: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

-iq Fr..<-+: 
Pasal I

!./iani*l roralur€ul r-, ut,d.Lr ini itang dimalis'r.id defigiiii :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupa*J adalah Bupati Kona'*r Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD ada-lah Lembaga Perwakilal Ralryat Daera-h
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
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5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam ralgka peny.elenggalaan pemerintahan daerah i,trlg
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

7. Pengelolaan Keuargan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencaoaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daeral.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Konawe Selatan yang selanjutnya disingkat APBD adalah
r:enca-rla keuangan tahr.rnan Pemedntahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
oenvelenggaraan urLlsan Pemerintahan vanq meniadi

,r.5'"*ffi*i.1ffi"*r". dari opD yang meraksi*". ""-atau beberapa program.
1 1. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya

disinekat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah
selanjutnya disingkat BKAD selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

12. Rencana Ke{a dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat
RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan
kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai
kewenalgan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daerah.

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
addah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara Umum Daerah.

i6. Peiiglr-ir-ra fuiggaiair yarrg seialljutiii,? dlsil-rgkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaarl alggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang
dipimpinnya.

17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut
Kuasa BUD adalah Pcjabat y*trtg diberi Kuasa untuk
melaksalakan sebagian tugas BUD.

18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
mela.ksanaksn sebagien tugas dan fungsi Pera:rgkat Daerah.



6

19. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya
disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
fat^ rroalr6 L-"---^- Dar4^sVqt l\aorahrivqarb4. r vrqr6Ast

20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada OPD yang melaksanakan 1 (satu)
atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

?1. Kas l-Imum Daerah adalah tempat pen/mpanan uang daerah
yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran daerah.

22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan r:ang daerah yang ditentukan oleh Kepala
Daerah untuk menampung seluruh penerimaar daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada
Bank yang ditetapkan.

23. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
24. Pengeluaran Daerah adalah uang vanq keluar dari kas daerah.
25. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
26. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
27. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara

pendapatan daerah dan belanja daerah.
28. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara

pendapatan daerah dan belanja daerah.
29. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yalg bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

31. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani
kewajiban untuk membayar kembali.

32. Hibah adalah pemberial uang/barang atau jasa dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah
Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, dan Organisasi
Masyarakat, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus yartg bertujuan untuk menunjang
frcrrJ(;tcllBBal aall ut tlsarr rclllcl ltltatl u.Lctdtt.

33. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah
yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangan atau
^l-:L^i l^;--,,^ .'^-^ ^^La.^r.rq r r4rrrr^j 4 j arrS oa r.

34. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan guna
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang
tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.



-7

35. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial
dan/atau maafaat lainnya sehingga dapat meningkatkan
kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

36. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah
r-tang denet dinilei dcngen rrqrro trerdaqqrLan neratrrrqni,L: qr u: u:
perundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang
sah.

37. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

38. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnSra riisingkat PAD
adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

39. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari Anggaral
Pendapatan dan Belanja Nesara yang dialokasikan kepada
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

40. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah
dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangal antar daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

41.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah
dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan
tujuan untuk membantu menda-nai kegiatan khusus yang
merupakan urLlsan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional.

42. Belar,ja tidak terduga adalah belanja daerah yang digunakan
untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial
dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan
dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah
Daerah.

43. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasa,l dari perolehan lainnya
yang sah.

44. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan.

45. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
f, nr!-- -1.-^ --.-:. l---r- aa)aiji.u ir aoaiaI fefar-lgKaa l,/acratt d.LaLr Llrrtt ^clJa Paua

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
mclakukan kegratann3ia didasarkan pada pnnsip e{isiensi dan
produktivitas.
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46. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya
disingkat FKTP atau dapat disebut Pusat Kesehatan
Masy'arakat (Puskesmas) adalah fasilitas kesehatan yang
melakukan pelayanan kesehatan perorang€rn yang bersifat non
spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan,
pengobatan, dan/atau pelayan kesehatan lainnya.

BAB II
PEDOMAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan.

Diteta kan cll Anclooio
Jettvag4 2024

SELATAN,
pada

PARAF KOORDINASI

INSTANSi KON

SURUN DDIN DANGGA

K'lLtl€t\r ill
3 ?*<AD
4. KAB,qG HUKUII

5

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal ] JAr].uh4-l 2024
SEKRSTARIS DAERAH

D

BERITA
NOMOR..

{

N KONAWE SELATAN,

IDJAH

DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024

{RAF

1

I



LAMPIRAN I
NOMOR
TAITGGAL
TENTANG

PERATI'RAN BUPATI KONAWE SELATAI{
| | TArruN 2024
, 3 J4rr04p_l 2024
: PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELAI{JA DAERAII KABUPATEIC I(OTAWE SELATAIS
TAHUN A"I{GGARAI{ 2024

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DA.ERAH (APBDI
KABUPATEN KONAWE SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

A. ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-
Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab
dengal memperhatikan asas keadilan, kepatutal dan manfaat untu-k
masyarakat.

2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang
terintegrasi yang diwujudkar dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah melaksanakan asas-asas sebagai berikut :

1. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan
masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai
keluaran tertentu.

2. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan
kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah
ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

4. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-
luasnya tentang keuangan daerah.

5. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau
satuan kerja untuk mempertanfgung jawabkan pengelolaan dan
pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

6. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
7. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar

d.an proporsional.

B. PELAKSANAANAPBD
Pelaksanaan APBD merupakan kumpulan rencana kerja anggaran dari

semua OPD yang telah menjadi ukuran capaian target kinerja dan/atau
prakiraan/rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

I



Dalam melakukan Pelaksanaan APBD harus dilandasi dengan
Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS yang disepakati bersama antara
Pimpinan DPRD dengan Kepala Daerah. Peraturan Daerah tentang APBD
hanya dapat dilakukan 1 (sotu) kali dalam I (satz) tahun anggaran, kecuali
da-lam keadaan luar biasa.
1. Kriteria Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai
berikut :

a. Perkembangan yang ticiak sesuai ciengan asumsi Kebijakan 'timum

APBD,mencakup:
1) Asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan

fiskal daerah.
2) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.
3) Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan

belanja daerah.
4) Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus dilakukan

Perubahan APBD.
b. Kea<iaan yang menyebabkan harus diiakukan pergeseran €rnggaran

altar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis
belanja.

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, antara lain untuk :

1) Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului Pelaksanaan APBD;

2) Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
3) Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya

kebijakan pemerintah;
4) Mendanai kegiatan lanjutan;
5) Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus

diselesaikan sampai dengal batas akhir penyelesaial pembayaran
dalam tahun Ernggaran berkenaan;

6) Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkar semula dalam DPA-OPD
tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan
batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran
berjaian.

2. Cakupan Rancangan Pelaksanaan APBD
a. Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam RPJM.
b. Menampung program dan kegiatan yang baru.
c. Menampung anggaran untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan

dalam tahun anggaran sebelumnya (DPA-L).
d. Memuat hal-hal baik yang tidak terakomodir tahun sebelumnya

maupun yang usulan kegiatan baru.
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3. Dokumen yang digunakan untuk Pelaksanaan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pelaksanaan APBD
a. Untuk melakukan penambahan/pengurangan baik terhadap volume,

satuan, target pencapaian yang berakibat terhadap
penambahan/pengurangan jumlah anggaran program darr kegiatan
untuk dianggarkan kembali dalam Pelalsanaan APBD, cukup dengan
melakukan penyesuaian dalam DPA-OPD atau tidak perlu dengan
menyusun RI(A-OPD baru.

b. Untuk menarnpung program dan kegiatan yang baru daiam
Pelaksanaan APBD, harus diawali dengan Pelaksanaan dokumen RKA-
OPD.

c. Untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diselesaikan
dalam tahun anggaran sebelumnya dalam APBD yang disebabkan
karena forcemajeur atau diluar kemampuan maka tidak perlu diawali
dengan menyusun RKA-OPD, tetapi langsung diperoleh dari DPA-L.

4. Hal-hal Lain Dalam Pelaksanaan APBD
a. Apabila DPRD sampai batas waktu tidak menetapkan persetujuan

bersama riengan Kepaia Daerah terhariap Rancalgan PERDA tentang
APBD, Kepala Daerah dapat melaksanatan pengeluaran setinggi-
tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dan diatur
dalam Peraturan Bupati tersendiri.

b. Pengeluaran diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan
bersifat wajib.

c. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara
terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup
untuk keperluan dalam tahun anggaran yarrg bersangkutal, seperti
beianja pegawai, beianja barangT jasa.

d. Betanja yang bersifat wajib adalah belarja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan dasar masyaratat altara lain
pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban pihak
ketiga.

e. Daftar kode rekening merupakan acuan baku dalam Pelaksanaan kode

rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah

secara objektif, nyata dan harus di koordinasikal dengan PPKD.

U. KIIAIJAAI\ IJAI(Ut(AI
1. Sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. Memiliki dampak yang signifrkan terhadap anggErran dalam rangka

pemulihal yang disebabkan oleh keadaal darurat.
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2. a. Kriteria belanja untuk keperluan mendesak, mencakup :

1) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan
masyarakat.

b. Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun Ernggaran be{alan diformulasikan terlebih dahulu dalam
DPPA-OPD.

3. a. Pendanaan keadaan darurat diformulasikan terlebih dahulu dalam
RKA-OPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

b. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan
pembebalan langsung pada belanja tidak terduga.

c. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk
pencarial dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat,
evakuasi korbal bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan,
sandang, pelayanan kesehatan dan penampung serta tempat hunian
sementara.

d. Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban
belanja kebutuhan ta-nggap darurat bencala dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut :

l) Setelah pernyataan tangllap darurat bencana oleh Kepala Daerah,
Kepala OPD yang melaksanakal fungsi penangguiangan bencala
mengajukan Rencala Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat
bencana kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan SK Kepala
Daerah tentang tanggap bencana yang dihadapi;

2) PPiiD seiai<u BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepacia
Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana
paling lambat I (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

3) Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan
mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran OPD
yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana:

4) Pengpnaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas
Umum Bendahara Pengeluaran Badan Keuangal dan Aset Daerah
sebagai Bendahara yang membuat SPP pencairan dana bantuan tidak
terduga;

5) Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana
bertangqungiawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan
dana talggap darurat bencana yang dikelolanya;

6) Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana

wajib membuat surat pertanggungiawaban mutlak (SPTJM)

penggunaan dana belanja tak terduga sebagai kelengkapan SPP

pencairan dana dimaksud: dal
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7) Pertanggungiawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana
disampaikan oleh Kepala OPD yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-
bukti pengeluaran yang sah dan lengkap:

e. Dalam hal keadaan darurat tedadi setelah ditetapkannya Pelaksanaan
APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukal pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, dal pengeluaran tersebut disampaikan dalam
laporan realisasi anggaran.

f. Dasar pengeiuaran untuk kegiatan-kegiatan diiormuiasikan teriebih
dahulu dalam RKA-OPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-OPD
oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

g. Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan
darurat terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

h. Dasar pengeluaran untuk kegiatan bersifat darurat yang terjadi setelah
ditetapkannya Pelaksanaan APBD tersebut diformulasikan terlebih
dahulu dalam RKA-OPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-OPD
oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah memperoleh
persetujuan Sekretaris Daerah ciengan mempertimbangkan sumber
dananya.

KEGIATAN TAHUN JAMAK
I. Kegiatan tahun jamak dimaksud harus memenuhi kriteria sekurang-

kurangrr.ya:
a. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis

merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang
memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belasl bulan; atau

b. Pekerl'aan atas peiaksanaan kegiatan yang menurut siiainya harus
tetap berlangsung pada pergantian tahun anggarzrn seperti
pen€aaman benih/ bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/ udara,
makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dal
pengadaan jasa cleaning seruice.

2. Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan
DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala
Daerah dan DPRD.

3. Nota kesepakatan bersama dimaksud ditanda tangani bersamaan
dengan Penanciatanganan Nota Kesepai<atan KUA cian PPAS pada tahun
pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

4. Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud sekurang-kuransl.ya
memuat:
a. Nama sub kegiatan;
b. Jangka waltu pelaksanaan sub kegiatan;
c. Jumlah anggaran; dan
d. Alokasi zrngg€rr€ur per tahun.
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5. Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana
dimaksud tidak melampaui alhir ta_hun masa jabatan Kepala Daerah
berakhir.

E. PELAKSANAAI{ PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN
l. Terhadap pekerjaan dari kontrat yang sumber dananya telah

dialokasikan dalam DPA Tahun Anggaran berkenaan, harus
diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.

2. Untuk pekerjaan konstruksi yang telah seiesai peiaksanaannya,
diberikan batas waktu sampai dengal 30 (tiga puluhl trarl dari tanggal
berakhir masa kontrak untuk memproses pencairan dana.

3. Untuk Kontrak dengan Jenis Pekerj aan Desain dan Pengawasan,
pengajuan permintaan pembayaran paling lambat I (satu) bulan setelah
tanggal kontrak berakhir, untuk segera mengajukan permintaan
pembayaran, dan apabila melebihi dari batas waktu yang ditentukan
maka akan menjadi SiLPA tahun anggaran berkenaan.

4. Untuk Kontrak dengan Jenis Pekerjaat Pengadaan Barang & Jasa,
pengajuan permintaan pembayaran paiing iambat i (saihz) buian seteiah
tanggal kontrak berakhir.

5. Untuk Kontrak yang berakhir di Bulan November - Desember agar
memproses pencairan dana sebelum tanggal tutup register pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah c.q. Bidang PerbendaLuroan.

6. Kontra-k yang masa pelaksanaannya selesai di atas tanggal 20 (dua
puluh) buLan Desember tahun berkenaan, proses pencairan dana
dilaksanakan pada tahun berikutnya.

7. Batas akhir pembuatan kontrak berakhir tanggal 20 Desember tahun
berkenaan (masa uakfit peiaksanaail.

8. Pengajuan permintaan pembayaran untuk Kekurangan, Gaji Berkala,
paling lambat akfur bulan Nopember tahun berkenaan, dan untuk segala
permintaan pembayaran yang melewati batas yang telah ditentukan,
maka akan diproses pada tahun anggaran berikutnya.

9. Khusus untuk belanja lnnorarium pegauai tidak tetap (PHTT),

Lanorarium pengelola keuangan, tenaga Outsourcing, dan honorarium
insentif/lainnya, permintaan pembayaran untuk belanja tersebut
dilakukan dengan mekanisme LS dan dibayarkan per bulan.

i0. Untuk belanja perjaianan dinas, permintaan pembayaran dilakukan
melalui mekanisme GU, dan tidak diperkenankan melakukan
permintaan pembayaran melalui mekanisme TU, di kecualikan untuk
perjaianan dinas yang tidak termasuk dalam perhitungan pagu UP,

maka diperkenankan untuk melakukan permintaan pembayaran
melalui mekanisme TU.
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ll. Pertanggungiawaban Pelaksanaan perjalanan Dinas secara lumpsum
bagi anggota DPRD, dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil
yang sah (seperti boarding pass/bukti transportasi lainnya, bulrti
penginapan) bukan untuk dilihat besaran biaya tetapi semata_mata
untuk memastikan akuntabilitas pelal<sanaan perjalanan dinas.

12. Kelengkapan dokumen pertanggungiawaban pedalanan dinas
dalam/luar daerah negeri/luar negeri bagi ASN dan pppk:
a. Surat Perintah Tugas (SPT) yang di taldatangani oleh pejabat

berwenangl
b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SppD);
c. Bill Hotel;
d. Ticket dan Boarding Pass;
e. Transport Lokal;
f. Laporan Hasil Perjalanan Dinas.
Untuk Pengguna Anggaran, Surat Perintah perja_lanan Dinas (SppD)
dalam daerah dapat menandatangani SPPD sendiri dengan dasar
pertimbangan tertentu dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

13. Untuk besaran biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Organisasi
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Organisasi Dharma
Wanita disesuaikan berdasarkan besaran perjalanan dinas Non ASN.

14. Mengingat point 11 huruf a dan huruf b, kewenangan pejabat
penandatanganan diuraikan sebagai berikut :
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15. Terkait Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) yang terdiri dari :

a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

b. Dana Bantuan Operasional (BOP Kesetaraan);
c. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini (BOP PAUD); dan
d. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Agar menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja beserta
pendukung penggunaan dana/belanja dalam bentuk hardcopg d.an
sofrcopg pacia Badan Keuangan rian Aset Daerah c.q. Bidang Aicuntansi,
pada setiap triwulan paling lama tanggal lO (sepuluh) bulan berikutnya
setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

16. OPD Pengelola Belanja Non RKUD Mengajukan Pengesahan Pendapatan
dan Belanja Kepada BUD secara semesteran, terkecuali BOK Kesehatan
diajukan secara Bulanan dan di terima paling lambat S(lima) hari kerja
bulan berikutnya.

17. Pengesahan Pendapatan dan Pengesahan Belanja Dana Desa dilakukan
secara Tahunan Oleh BUD.

i8. OPD Pengeiola DAK Fisik Menyeiesaikan Pelaporan DAK Fisik sesuai
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Paling Lambat Munggu
ketiga Bulan Januari tahun berikutnya.

19. Dalam penyusunan laporan barang milik daerah (BMD), agar disertakan
berita acara serah terima (BAST) yang ditandatangani oleh :

a. Pengurus Barang; dan
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

20. Penyampaian laporan data aset OPD, agar diserahkan pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah c.q. Bidang Asel dalam bentuk hardcopg dan
soficopg pada setiap triwuian paiing iama tanggal 1O (sepuluh) bulan
berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

2l.Tidak diperkenankan untuk mengajukan SPP-TU atas Sub. Kegiatan
yang masuk dalam perhitungan pagu UP. Dalam hal terdapat kegiatan
yang tingkat urgensinya tinggi, dapat dikonsultasikan langsung pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah c.q. Bidang Akuntansi.

22. Untuk peke{aan frsik yang telah selesai 100% pekeq'aannya di tahun
be{alan, dapat mengajukan permintaan pembayaran keuangan sebesar
100% dengan menggunakan jaminan bank dan/atau lembaga penyedia
jaminan iainnya.

23. Terhadap kesempatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan harus
mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

F. BIAYA PERJALANAN DINAS, BIAYA SEWA KENDARAAN, PENGADAAN
PAKAIAN DINAS, BIAYA PENUNJA}IG KEGIATAN DAN BIAYA MASUKAN

LAINI.IYA DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.
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G. STANDAR BIAYA BANGUNAN GEDUNG, STANDAR BTAYA PEMBANGUNAN
JALAN DAN JEMBATAN, STANDAR BIAYA BELANJA JASA KONSULTASI
PENELITIAN, PERENCANAAN DAN PENGAWASAN, STANDAR BIAYA
BANGUNAN DAN INSTAI.{SI AIR, DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN
BUPATI.

H. STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DIATUR TERSENDIRI DALAM
PERATURAN BUPATI.

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN
BUPATI.

J. BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK DIATUR TERSENDIRI DALAM
PERATURAN BUPATI.

K. TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI DIATUR TERSENDIzu DALAM
PERATURAN BUPATI.

L. TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KONAWE
SELATAN DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.

M. TATA CARA REVISI ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

LANJUTAN (DPA-L) DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.

N. TATA CARA DAN MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI DIATUR TERSENDIRI
DALAM PERATURAN BUPATI.

--t
PARAF KOORDINASI

INSTANSI
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O. TATA CARA PEMBAYARAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH NON

PEGAWAI NEGERI YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.
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LAUPIRAN II
NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG :

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
I TAHVN2O24

3 J4Ftu4+{ 2024
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELAICJA DAERAH KABUPATEIC KOICAE'T SELATAIC TAEUIC
AIIGGARA.II 2024

A

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PENGERTIAN UMUM
t. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD ada_lah

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan unsur
penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakaa pengelolaan keuangan daerah.

2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan
pengeioiaan keuangan ciaerah.

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yeing mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

4. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan arggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
OPD yang dipimpinnya.

5. Pengguna Barang adaiah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah.

6. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggararl
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.

7. Kuasa Pengguna Barang (KPB) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan barang milik daerah.

8. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-

OPD adalah Pejabat yang memahami akuntansi keuangan yang
meiaksanakan fungsi tata usaha keuangan pacia OPD.

9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit OPD yang selanjutnya disingkat
PPK-Unit OPD adalah Pejabat yang memahami akuntansi keuangan
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit OPD.

10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPIK
adalah Pejabat Struktural pada unit kerja OPD yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang
tugasnya.

11. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan cian

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
Pelaksanaan APBD pada OPD.
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t2. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka Pelaksanaan APBD pada OPD.

13. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yalg
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
Pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.

t4. Bendahara Pengeiuaran Pembantu ariaiah Pejabat Fungsional yang
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-
jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
Pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.

PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN/ DINAS/KANTOR
t. Kepala OPD merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PA)/ Pengguna

Barang yang mendapat pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan
Kepala Daerah dalam mengelola keuangan daerah.

'2. Pengguna Anggaran (PAi daiam meiaksanakan tugas berdasarkan
pertimbangan besaran OPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban
kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali serta pertimbangan
obyektif lainnya, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
Pejabat Struktural di lingkungan kerjanya selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA).

3. Dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PA/ KPA sekaligus
dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jika tidak
ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK.

Syarat dan ketentuan sebagai PPK adaiah sebagaimana ciiatur daiam
Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.

4. Kepala UPTD pada masing-masing OPD dapat ditunjuk sebagai
KPA/PPTK.

5. Penetapan PPTK Berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,
besaran anggaran kegiatan/ sub kegiatan, beban ke{a, lokasi, rentang
kendali, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya, Dalam hal tidak
terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki j abatan
struktural, dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang
i<riterianya ciitetapkan oieh kepaia riaerah.

6. Untuk OPD Penghasil terdapat 1 (salz) Bendahara Penerimaan dan
dapat dibaltu dengan Bendahara Penerima Pembantu.

7. Pada setiap OPD (Badan, Dinas, Konto{ hanya terdapat 1 (satu)

Bendahara Pengeluaran dan beberapa Bendahara Pengeluaran

Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran/Staf Administrasi,
kecuali pada lingkup Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan Kantor
Kecamatan.
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8. Memperhatikan kompleksitas tupoksinya, maka Bendahara
Pengeluaran dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran / staf
administrasi yang terdiri dari :

a. Pencatat Pembukuan;
b. Pembuat Dokumen;
c. Pengurus Gaji, khusus Diaas Pendidikan dan Dinas Kesehatan

Pengurus Gaji dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Gaji.
s. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPK-OPD/PPK-Unit OPD, Bendahara

Pengeiuaran, Bendahara Penerimaan cian PPTK pada
Badan/ Dinas lKantor dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara
Pengeluaran/Pembantu Bendahara Penerimaan, Operator Sistem
Informasi Keuangan Daerah.

10. Untuk mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah, masing-
masing OPD dapat membentuk Operator Sistem Informasi Keuangan
Daerah yang bertanggung jawab kepada PPK-OPD/PPK-UniI OPD.

1 l. Untuk mempercepat proses penyelesaian administrasi keuangan daerah,
maka yang ditunjuk sebagai PPK-OPD/PPK-Unit OPD adalah pejabat
yang memahami aicuntansi keuangan, seciangkan yang ditunjuk
sebagai Pengelola Keuangan Daerah lainnya dapat dilaksanakan oleh
staf. Penunjukan PPK-OPD, PPK-Unit OPD, PPIK dan Bendahara
Pengeluaran beserta Pembantu Bendahara Pengeluaran di bawah
koordinasi Sekretaris Badan/ Dinas/ Kantor.

12. Dengan adanya desentralisasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih
dititik beratkan pada OPD, maka pada masing-masing OPD harus
ditunjuk pejabat yang diberi wewen€rng menandatangani SPM dan
mengesahkan SPJ, dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah Kepala
rJYD.

13. Penunjukan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaal Pembantu,
serta pejabat yang diberi wewen€rng men€rndatangani SPM dan
mengesahkan SPJ serta laporan keuangan OPD ditetapkan dengan
Keputusal Kepala Daerah atas usulan Kepala OPD.

14. Penunjukan PPK-OPD, PPK-Unit OPD, PPTK, Pengurus Gaji, Pembantu
Pengurus Gaji (khusus untuk di UPID Dinas Pendidikan), staf
administrasi keuangan di puskesmas dan staf administrasi proses
pengadaan barang cian jasa ciitetapkan ciengan Keputusan Kepala OPD

dengan mempertimbangkan efisiensi, urgensitas dan kemampuan
keuangan daerah.

ls. Bendahara Pengeluaran harus membuat Laporan Realisasi Belanja
setiap bulan kepada PA berdasarkan data dari masing-masing
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

16. Bendahara Penerimaan harus membuat Laporan Realisasi Pendapatan
setiap bulan kepada PA berdasarkan data dari masing-masing
Bendahara Penerimaan Pembantu.
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17. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggung-jawabkan
pengelolaan keuangalnya kepada Bendahara Pengeluaran, sedangkan
Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggung-jawabkan
pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Penerimaan (terkait
dengan pendapatan).

18. PPK-OPD/PPK-UniI OPD harus membuat Laporan Keuangan setiap
buian kepada PA.

19. PA/ KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara
PenerimaanTEendahara Penerimaan Pembantu <ian Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 bulan sekali
dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.

20. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan bersama-sama PA membuka
rekening pada Bank Pemerintah yang disetujui oleh Bupati Konawe
Selatan dalam bentuk MoU (Memorandum of Understanding) antara
Satuan Kerja dengan Bank Pemerintah.

21. Bendahara Pengeluaran dapat menyimpan uarrg tunai paling banyak Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiahl.

')2. Penriapatan bungaljasa giro paria rekening pengeiuaran OPD atas
perintah BUD kepada Bank Sultra, secara otomatis dipindah bukukan
ke rekening milik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan atas
nama Rekening Penerimaan Kas Daerah Nomor : lO7 .O1 .O2.OO0001- 1 .

23. Bendahara penerimaan yang memiliki rekening pada Bank Sultra,
memindahbukukan seluruh pendapatan daerah yarg diterimanya ke
Rekening Penerimaan Kas Daerah Nomor : 1O7.O1.02.000001-1
sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir kerja.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA KEiiAi\iGAii PADA OPD

1. Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran mempunyai tugas untuk :

a. Menyusun dokumen anggaran (RKA/RKAP & DPA/DPPA);
b. melakukal tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan;
c. Melaksanakan anggaran OPD yang dipimpinnya;
d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
e. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
i. folengaciakan ikatanT perjanjian keq'asama riengan pihak iain daiam

batas anggaran yang telah ditetapkan;
g. Menandatangani SPM;

h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung-jawab OPD yang
dipimpinnya;

i. Mengelola barang milik daerah /kekayaan daerah yang menjadi
tanggungjawab OPD yang dipimpinnya;

j. Mengawasi pelaksanaan anggar€rn OPD yang dipirnpinnya;
k. Menl,usun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang

dipimpinnya kepacia Bupati Konawe Seiatan Up. Kepata BKAD

Kabupaten Konawe Selatan;
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l. Mengawasi pelaksanaal anggaran OPD yang dipimpinnya;
m. Menetapkan PPTK dan PPK-OPD;
n. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara

Pengeluaran / Bendahara Penerimaan minimal 3 (tigal bulan sekali
dengan membuat Berita Acara pemeriksaan kas;

o. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama bendahara
pengeluaran;

p. Menetapkan pejabat lainnya dalam OPD yang dipimpinnya dalam
rangka pengeioiaan keuangan daerah; cian

q. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (I(PA)

Bilamana Pengluna Anggaran (PA) menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) maka sebagian kewenangan Pengguna Anggaran yang dapat
dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran meliputi :

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

b. Melalsanakan dan mengawasi anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. Mengadakan ikatan / pe{ anj ian kerjasama dengan pihak lain dalam

batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
f. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Penerimaan minimal 3 (tigal bulan sekali
dengan membuat Berita Acara pemeriksaan kas;

g. Menandatangani buktibukti pengeluaran bersama Bendahara
Pengeluaran;

h. Mengawasi pelaksanaan anggaran vang meniadi tanggung -iawabnya:
dan

i. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

a. Mengendalikan dan meiaporkan perkembangan pelaksanaan teknis
Kegiatan/ sub kegiatan OPD/ Unit OPD;

b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan; dan

c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub
Kegiatan OPD/Unit OPD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)

a. Melakukan verilikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta

bukti keiengkapannya yang diajukan oleh Benciahara Fengeluaran;

b. Menyiapkan SPM;

c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada OPD; dan
e. Menyusun laporan keuangan OPD.
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5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-Unit OPD)

a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, darr SPP-LS beserta
bulrti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya.

b. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM;

c. Menyiapkan SPM;
d. Meiakukan verifikasi iaporan pertanggungjawaban Bendahara

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;
e. Melaksanakan fungsi akuntansi pada unit OPD khusus; dan
f. Menyusun laporan keuangan unit OPD khusus.

6. Bendahara Pengeluaran
a. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transal<si keuangan;
b. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari PA,

mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
c. Mengumpulkan bukti transaksi per hari;
d. iVienandatangani bukti pengeiuaran bersama PAi KPA/ PPK;
e. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanal

bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran;
f. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran;
g. Memungut dan menyetorkan pa,iak (termasuk pajak daerohl;
h. Menandatangani SPP;

i. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelal<sanaan
pengelolaan keuangal yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

7. Bendahara Penerimaan
a. Menerima setoran dari wajib bayar/kasir lapangan;
b. Membuat Tanda Terima Pembayaran (TTP)/ kwitansi;
c. Membuat Tanda Bukti Penerimaan (TBP);

d. Mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan di BKU
Penerimaan dan Buku Pembantu per Rincian Objek Penerimaan;

e. Menyetorkan semua uang penerimaan dengan menggunalan Surat
Tanda Setoran (STS) dan slip setoran ke Rekening Penerimaan Kas
Daerah nomor : 107.01.02.000001-1 pada Bank Sultra;

f. Menyampaikan STS dan slip setoran ke Kuasa BUD BI(AD setiap
melakukan penyetoran;

g. Merekap Laporan Realisasi Pendapatan dari Bendahara Penerimaan
Pembantu;

h. Membuat Laporan Realisasi Pendapatan secara periodlk (setiap bulanl.
8. Bendahara Pengeluaran Pembantu

a. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh
KPA/PPTK;

b. Mengajukan Nota Permintaan Pembayaran kepada PA/KPA/PPIK;
c. Iviengumpuikan bukti transaksi per hari;
d. Menaldatangani bukti pengeluaran bersama KPA;
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e. Mencatat transaksi yarrg ditanganinya di BKU;
f. Memungut dan mencatat menyetor pajak/pajak daerah serta mencatat

ke dalam BKU;
g. Membuat SPJ untuk kegiatan yang berada di bawah kewenangan KpA;
h. Mempertanggunglawabkan pengelolaan keuangannya kepada

Bendahara Pengeluaran;
i. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara pengeluaran

Pembantu.
9. Pembantu Benciahara Pengeiuaran

Bertugas membantu tugas-tugas Bendahara Pengeluaran.
10. Pencatat Pembukuan

a. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang
dikelola Bendahara Pengeluaran di Buku Kas Umum termasuk
Penerimaan dan Pengeluaran Pajak serta Penerimaan dan Pengeluaran
Pajak Daerah;

b. Membuat SPJ untuk kegiatan yang dikelola Bendahara Pengeluaran;
c. Merekap laporan-laporan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

ii. Pembuat Dokumen
a. Menyiapkan dan mengajukan SPP, baik SPP-UP/GU/TU/LS maupun

Gaji dan Tunjangan;
b. Meneliti kelengkapan pengajuan SPP;

c. Memintakan otorisasi SPP/ SPJ kepada Bendahara Pengeluaran;
d. Melaksanakan pencatatan di buku register.

12. Pengurus Gaji
a. Membuat daftar gaji;
b. Mencatat seluruh transaksi gaji di BKU-Gaji;
c. Mengumpuikan dan mengadministrasikan bukti pembayaran gaji;
d. Membuat SPJ gaji;
e. Menyetor kelebihan gaji ke Rekening Penerimaan Kas Umum Daerah

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melalui Balk Sultra dengan
nomor rekening: 107.01.02.000001- 1 pada Bank Sultra;

f. Membuat LKK - Gaji terkait dengan transaksi gaji.
13. Pembantu Pengurus Gaji

a. Membuat daftar gaji;
b. Mencatat seluruh transaksi gaji di BKU-Gaji;
c. Mengumpuikan cian mengaciministrasikan bukti pembayaran gaji;
d. Membuat SPJ gaji.

14. Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah
a. Melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah;
b. Membantu tugas-tugas Bendahara Penerimaan dan Pembantu

Bendahara Pengeluaran.
15. Bendahara Penerimaan Pembantu

a. Menerima setoran dari wajib bayar/kasir penerimaan;
b. Membuat Tanda Terima Pembayaran (lP\ lkwitansi;
c. fuiembuat Tancia Bukti Penerimaan (TBP);

13



d. Menyetorkan semua uang penerimaan dengan menggunakan Surat
Tanda Setoran (STS) dan slip setoran ke Rekening penerimaan Kas
Daerah nomor : 107.01.02.000001-1 pada Bank Sultra;

e. Menyampaikan STS dan stip setoran ke Kuasa BUD BKAD setiap
melakukan penyetoran;

f. Mencatat penerimaan dan penyetoran ke BKU, Buku Rekapitulasi
Penerimaan Harian dan Buku Pembantu per Rincian Obyek
Penerimaan;

g. Membuat Laporan Reaiisasi Penciapatal.
16. Bendahara Penerimaan PPKD

a. Melakukan pembukuan pendapatan PPKD sesuai adanya penerimaan
pada rekening Kas Umum Daerah;

b. Melakukan pembukuan berdasarkan Nota Kredit atau bukti
penerimaan lain yang sah;

c. Melakukan penutupan pembukuan, merekapitulasi perhitungan setiap
akhir bulan atau pada saat diperlukannya penyusunan Laporan
Pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan PPKD;

d. Membuat Laporan Reaiisasi Penerimaal PPKD dan ciisampaikan
kepada PPKD paling lambat tanggal lO (sepuluhl bulan berikutnya.

17. Bendahara Pengeluaran PPKD
a. Mengontrol ketersediaan dana atas transaksi keuangan PPKD

berdasarkan surat perintah pengeluaral uang dari PA;

b. Membuat laporal realisasi belanja;
c. Memungut dan menyetor pajak;
d. Melaporkan pengeluaran uang kepada Kementerian Dalam Negeri

terhadap pengeluaran yang diberikan kepada instansi vertikal.
i8. Biriang Perbendaharaan

a. Menatausahakan seluruh penerimaal dan pengeluaran daerah
berdasarkan transaksi pada Rekening Kas Umum Daerah, Rekening
Penerimaan Kas Daerah dan Rekening Pengeluaran Kas Daerah sesuai
bukti penerimaErn maupun bukti pengeluaran yang lengkap dan sah
sesuai rekening koran bank yang ditunjuk;

b. Menyusun laporan pertanggungiawaban setiap hari dalam bentuk
Laporan Kas Harian/ Laporan Posisi Kas;

c. Membuat rekonsiliasi saldo antara laporan kas harian dengan
rekening koran bank setiap hari ke{a;

d. Menyampaikan Nota (Kredit) kepada OPD penghasil.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
t. Sekretaris Daerah merupakan pejabat Pengguna Anggaran (PA)/ Pengguna

Barang.
2. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan

tugasnya berdasarkal pertimbangan besaran OPD, besaran jumlah uang
yang dikelola, beban kerja dan rentang kendali dan/atau berdasarkan
pertimbangan obyektif iainnya riapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada masing-masing Kepala Bagran di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA).
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g. Terkhusus untuk pekerjaan konstruksi, Sekretaris Daerah dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya selaku PA kepada Asisten yang
membidangi pada lingkup Sekretariat Daerah untuk bertindak sebagai
KPA.

4. Da,lam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, KPA sekaligus
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jika tidak ada personil
yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK. Syarat dan
ketentuan sebagai PPK adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
cian ketentuan yang acia.

s. Pada Sekretariat Daerah hanya terdapat 1 (satu) PPK-OPD, 1 (safu) PPK-
Unit OPD, 1 (satu) Bendahara Pengeluaran, dan I (safu) Bendahara
Pengeluaran Pembantu di masing-masing bagian.

6. Bendahara Pengeluaran di Sekretariat Daerah hanya berfungsi sebagai
pembuat Laporan Rea-lisasi Belanja dari Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

7. Pengelola keuangan daerah pada masing-masing Bagian terdiri dari 1

(safu) KPA, PPTK sesuai jumlah sub bagian/menyesuaikan, yang masing-
masing sub bagian riibantu oieh Pembantu Eenciahara Pengeiuaran
dan/atau pembantu bendahara pengeluaran pembantu.

8. Pegawai yang ditunjuk sebagai KPA, PPK-OPD, PPK-Unit OPD serta PPTK
adalah Pejabat Struktural, sedangkan yang ditunjuk sebagai pengelola
keuangan daerah lainnya dapat dilaksanakan oleh staf.

s. Dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing KPA dibantu oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

10. PPK-OPD/PPK-UniI OPD Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan PPTK
dapat dibantu oleh staf administrasi.

rr. Untuk menciukung keiancaran pengeioiaan keuangan daerah, riapat
membentuk Operator Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan
Pengelolaan Keuangan untuk pengelolaal keuangan daerah yang
bertanggung jawab kepada PPK.

12. Pada Bagian Pemerintahan Umum ditunjuk Pengurus Gaji, yang dalam
mela-ksanal<an tugasnya wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban gaji berupa bukti penerimaan gaji setiap bulan
kepada Bendahara Pengeluaran.

ts. Penunjukan KPA, Bendahara Pengeluaran, ditetapkan dengan Keputusan
Kepaia Daerah atas usuian Sei<retaris Daerah seiai<u Kepaia OPD.

t+. Penunjukan PPK-OPD, PPK-Unit OPD, PP[K, Pembantu Bendahara
Pengeluaran, Pengurus Gaji, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu,
Operator Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengelolaan
Keuangan, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

ts. Apabila dari sa1ah satu Pejabat Pengelola Keuangan Setda tersebut pada
nomor 13 diatas berhalangan melebihl 7 {htiuhl h.ari (karena sakit, mutosi
atou promost), maka dapat dijabat oleh pejabat lainnya maupun staf yang
mampu dan tidak menjabat dalam struktur pengelolaan keuangan daerah.

io. Bendahara Pengeiuaran Pembantu mempertanggunglawabkan
pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran.
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17. Bendahara Pengeluaran Pembantu setiap bulan mengirimkan Laporan
Realisasi Belanja kepada Bendahara Pengeluaran untuk direkap menjadi
Laporan Realisasi Belanja Sekretariat Daerah.

18. Bendahara Pengeluaran Pembantu harus membuat Laporan Realisasi
Belanja secara periodik setiap bulan kepada KPA.

tg. Bendahara Pengeluaran harus membuat Laporan Realisasi Belanja secara
periodik setiap bulan kepada PA berdasarkan data dari masing-masing
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

zo. SPP-UP, GU, TU rian LS ciiajukan serta ditanciatangani oieh Benciahara
Pengeluaran.

21. PPK-OPD/PPK-UniI OPD harus membuat Laporan Keuangan secara
periodik setiap bulan kepada PA berdasarkan data dari masing-masing
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

zz. Bendehara Pengeluaran dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiahl dan apabila diperlukan pembiayaan
yang melebihi ketentuan dimaksud dapat mengajukan permohonan.

23. Bendahara Pengeluaran membuka 1 (satz) rekening pada Bank Sultra
dengan persetujuan Kepaia Daerah.

E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT
DAERAH
1. Pengguna Anggaran (PA)

a. Melakukan pengendalian anggaran.
b. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan APBD.
c. Bertanggungiawab terhadap pelalsanaan anggaran.
d. Menyusun dokumen anggaran (RKA/RKAP & DPA/DPPA).
e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

angg€rran beianja.
f. Melaksanakan anggaran OPD.
g. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung-jawabnya.
h. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
i. Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak'
j. Menandatangani SPM.

k. Menandatangani Pengesahan SPJ.

l. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi
tanggungiawab OPD yang dipimpinnya.

m. Mengawasi peiaksanaan anggaran OPD yang <iipimpinnya'
n. Melakukan pemeriksaaan kas yang dikelola oleh Bendahara

Pengeluaran minimal 3 (ttgal bulan sekali dengan membuat Berita
Acara Pemeriksaan Kas.

o. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara
Pengeluaran.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
€rnggaran belanja.

b. Melaksanakan dan menga';rasi anggaran unit k'erja yang dipirnpinni'a.
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c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
d. Mengadakan ikatan / perj anj ian keq'asama dengan pihak lain da-lam

batas anggaran yang telah ditetapkan.
e. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya

terdasark.iii kuasa yaiig diiiinpallkaii oleil pejatJat pengguna
Anggaran (PA).

f. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara
Pengeluaran.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

a. iviengencla,lik2rn pelaksanaan k€giatan.
b. Melaporkan perkembangan pelalsanaan kegiatan.
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran

pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungiawabnya.
d. Membuat ringkasan kontrak pengadaan barang/jasa atau ringkasan

kontrak swakelola.
e. Membuat laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan

yang ditanganinya kepada KPA.
4. PPK-OPD

a. Meiakukan verilikasi SPP-UP, SFP-GU, SPP-TU, cian SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

b. Menyiapkan SPM;
c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
d. ivieiaksanakan iungsi akuntansi pada Sekretariat Daerah; cian
e. Menyusun laporan keuangan Sekretariat Daerah.

5. PPK-Unit OPD
a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta

bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya.

b. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM;

c. Menyiapkan SPM;
d. Melakukan verifikasi laporan pertaxggungiawaban Bendahara

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;
e. Melaksanakan fungsi akuntansi pada unit Sekretariat Daerah; dan

Menyusun laporan keuangan unit OPD Sekretariat Daerah.
6. Bendahara Pengeluaran

a. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan.
b. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dar-i PA,

mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.
c. Mengumpulkan bukti transaksi per hari.
d. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan

bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran.
e. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran.
f. Memungut dan menyetorkan pajak.
- [f,---nrlat----n.i aDD
B, &rLra.lr1qqr

h. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu.
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i. Membuat Laporan Realisasi Belanja Sekretariat Daerah.
j. Menandatagani SPP.

7. Bendahara Pengeluaran Pembantu
a. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan.
b. Mengumpulkan bukti transaksi per hari.
c. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku panjar dan

buku kas Bendahara Pengeluaran Pembantu.
d. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran

Pembantu.
e. Memungut dan menyetorkan pajak.

F, KETENTUAN LAIN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
1. Pada awal tahun anggaran masing-masing OPD dapat mengajukan Uang

Persediaan (UP) maksimal sebesar 1/ 12 dari Total Belanja setelah
dikurangi Belanja Operasi (Belanja Pegaual dan Belanja Modal.

2. Untuk OPD Sekretariat Daerah mekanisme pengajuan Uang Persediaan (UP)

dan Ganti Uang (GU), diajukan oleh OPD induk (Sekretaiat Daerahl, yang
kemu<iian dilakukan peiimpahan riari rekening bank induk (Sekretaiat
Daeral\ ke rekening unit masing-masing bagian. Sedangkan untuk
pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Permintaan Pembayaran
Langsung (LS) masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

bagian mengajukan langsung permintaan TU dan LS tanpa melalui OPD
induk (Sekretariat Daerah).

3. Untuk OPD Kecamatan mekanisme pengajuan Uang Persediaan (UP) dan
Ganti Uang (GU), diajukan oleh OPD induk (Kantor Kecamatan), yang
kemudian dilakukan pelimpahan dari rekening bank induk (Kanlor
Kecamaianl ke rekening unit masing-masing keiurahan. Sedangkan untuk
pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Permintaan Pembayaran
Langsung (LS) masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

kelurahan mengajukan langsung permintaan TU dan LS tanpa melalui OPD

induk (Kanto r Kecamatanl.
4. Untuk OPD Dinas Kesehatan mekanisme pengajuan Uang Persediaan (UP)

dan Ganti Uang (GU), diajukan oleh OPD induk (Dnas Kesehatanl, yang
kemudian dilakukan pelimpahan dari rekening bank induk (Dinas
Kesehatan\ ke rekening unit masing-masing Puskesmas yang telah
berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sedangkan untuk
pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Permintaan Pembayaran
Langsung (LS), masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

Puskesmas yang telah berstatus BLUD mengajukan secara langsung
permintaan TU dan LS tanpa melalui OPD induk (Dinas Keselntanl.

5. Untut memperlancar pelaksanaan APBD sebelum tahun al:ggaralr
berkenaan, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah menetapkan Keputusan tentang :

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana
(SPDi;
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U. Pejabat yang diberi wewen€rng menandatangani Surat perintah
Membayar (SPM);

c. Pejabat yang diberi wewenarg mengesahkan Surat pertanggungiawaban
(sPJ);

a. Pejabat yarrg diberi wewenang menalda tangani Surat perintah
Pencairan Dana (SP2D);

e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
f. Bendahara Pengeluaran PPKD dan Bendahara penerimaan ppKD;
g. Bendahara Penerimaan Pembantu cian Ben<iahara pengeiuaran

Pembantu;
h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

6. Untuk menciptakan tertib administrasi pelaksanaan APBD, secara garis
besar pelalsanaan €rnggaran diatur sebagai berikut :

a. Penerbitan SPD merupakan prosedur yang harus dilaksanakan untuk
menyediakan kredit anggaran sebagai dasar pengajuan Spp. Dasar
penerbitan SPD adalah Anggaran Kas dan DPA-OPD.

b. Batas penerbitan SPD sebagai dasar pengeluaran Kas Daerah yang
mengakibatkan pembebanan pada Beianja Daerah per triwuial besarnya
diatur dari jumlah dana dalam DPA-OPD yaitu sebagai berikut :

l) Untuk Belanja Pegawai (khusus gaji dan tunjangan) diterbitkan Per
triwulan.

2) Untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal selain Gaji dan Ttrnjangan :

- Khusus Belanja Rutin di keluarkan per Bulan;
- Untuk Belanja Kegiatan di keluarkan per SPD.

3) Khusus untuk SPD Rumah Sakit, Belanja Operasi yang sumber
dananya dari fungsional, diterbitkan setahun sekali.

c. Penyediaan beianja untuk suatu pengeluaran yang melebihi batas
triwulan sebagaimana yang telah ditetapkan dapat dilakukan setelah
mendapat persetujuan Kepala Daerah (c.9. Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah/PPKD).

d. Pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan PPKD dan
penggunaannya ditetapkan dalam jangka waktu paling lama I (satul
bulan, dan apabila melebihi wattu 1 (safu) bulan harus mendapat
persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / PPKD.

7. Dalam menunjuk pegawai sebagai Pengelola Keuangan Daerah perlu
memperhatikan syarat-syarat sebagai berii<ut :

a. Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
b. Harus diusulkan oleh Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran (PA);

c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
8. Pengelola Keuangan Daerah yang dananya bersumber dari APBD tidak

diperkenankan merangkap sebagai Pengelola Keuangan Daerah yang
dananya bersumber dari APBN kecuali bagi Pejabat Struktural yang
ditunjuk sebagai pengelola dana APBN berdasarkan ketentuan yang
ditetapkan oleh instansi pengelola dana APBN yang dimaksud, kecuali
ticiak ter<iapat ASN yang dianggap kompeten.
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9. PPK-OPD/PPK-UniI OPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang
bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara
danlatau PPTK.

10. Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dapat
menggunakan aplikasi komputer dan/ atau alat elektronik lainnya.

1 1. Dalam ha1 PA I WA I Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/ PPK-
OPD/PPK-UniI OPD/ PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara
Penerimaan Pembantu berhalangan, maka apabila :

a. Meiebihi 7 (tujuhl hari sampai seiama-iamanya i (satui buian, wajib
memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk
melakukan tugas-tugas atas tanggung jawab yang diberi kuasa dengan
diketahui Kepala OPD;

b. Melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus
ditunjuk pejabat KPA/Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Penerimaan/PPK-OPD/PPK-Unit OPD/PPTK/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu oleh Kepala OPD dan
diadakan berita acara serah terima;

c. Meiebihi 3 (tigai buian beium juga dapat melaksanakan tugas, maka
dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari
jabatan sebagai KPA/Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Penerimaan/PPK-OPD/PPK-Unit OPD/PPIK/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu dan oleh karena itu segera
diusulkan penggantinya.

rz. KPA/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/Bendahara
Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu
dimutasi/pensiun/meninggal dunia dapat ditunjuk penggantinya dan
sambii menunggu keputusan Kepaia Daerah dapat meiaksanakan tugasnya
masing-masing dengan ketentuan melampirkan fotocopg sebagai berikut :

a. Keputusan Penunjukan Sementara oleh Kepala OPD;
b. Berita Acara Serah Terima Keuangan atau bagi yang ditunjuk mengganti

yang meninggal dunia, Berita Acara Serah Terima Uang dapat dilakukan
setelah adanya validasi dari PA;

c. Usulan penggantian KPA/Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan
Pembantu ditujukan kepada Bupati yang tembusannya disampaikan
paria Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan BKAD.

ts. Apabila PA berhalangan sementara menjalankan tugas-tugasnya, maka
dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk dengan Surat Keputusan
Kepala Daerah.

i4. Apabila PA dimutasi/pensiun/meninggal dunia dapat ditunjuk
penggantinya dan sambil menunggu keputusan Kepala Daerah dapat
melaksanakan tugasnya masing-masing dengan ketentuan melampirkan

fotocopA sebagai berikut :

a. Berita Acara Serah Terima Keuangan;
b. Usuian penggantian Pa kepada Bupati yang disampaikan melaiui Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
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15. Pengelola Keuangan Daerah pada BLUD RSUD diatur tersendiri dengan
Keputusan Direktur dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

to. Pengelola Keuangan Daerah pada BLUD Puskesmas diatur tersendiri
dengaa Keputusan Kepala Puskesmas dengan berpedoman pada ketentuan
yang berlaku.
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LIU,IPIRAN III PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR ' 1 TAIIUIT2O24
TANGGALz3J4HUAF{20/24
TENTAIYG : PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAII XABUPATEII KOTCAWE SELATAIC TAIIUN
ANGGARAN 2024

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

PROSEDUR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN
1. Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank

pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima
nota kredit.

2. Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran PAD
Mekanisme/tata cara penyetoran PAD ke Rekening Kas Umum Daerah
diatur :

a. Wqjib pajak dan wajib retribusi menyetor kepada Bendahara
Penerimaan/ Benciahara Penerimaal Pembantu masing-masing UPT yang
bersangkutan atau dapat langsung menyetorkan ke Rekening
Penerimaan Kas Daerah Kabupaten Konawe Selatan nomor
107.01.02.000001-1 pada Bank Sultra;

b. Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPT atau Pembantu Bendahara
Penerimaan pada OPD wajib menyetorkan seiuruh penerimaan PAD pada

hari yang sama pada saat penerimaan dengan menggunalan Tanda
Bukti Penyetoran;

c. Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan ke
Rekening Penerimaan Kas Daerah nomor 107.01.02.00000i-i pada Bank
Sultra, menggunakan sLip setoran dan Surat Tanda Setoran (STS) yang
dirinci menurut kelompok, jenis dan rincian obyek sesuai dengan kode
rekening paling lambat 24 jarn sejak diterima;

a. Seluruh penerimaan Daerah harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah
oleh karena itu dilarang dipergunalan langsung untuk membiayai
pengeluaran berkenaan dengan penerimaan dan/atau pengeluaran
lainnya.

g. Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap
seiuruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi
tanggungiawabnya.

B
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A. AZAS UMUM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggarar, Bendahara

Penerimaan/Pengeluaran dan OPD yang menerima atau menguasai
uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkal dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan
dan/pengeluaran atas Pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
riimaksu<i.



4. Penatausahaan bendahara penerimaan mengguna_kan :

a. Buku Kas Umum;
b. Buku Pembantu per rincian objek penerimaan;
c. Buku Penerimaan harian.

5. Dokumen yang digunakan bendahara penerimaan dalam penatausahaan
penerimaan adalah :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
b. Surat ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah);
c. Surat Tanda Setoran (STSi;

d. Surat Tanda Bukti Pembayaran;
e. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

o. Bendahara penerimaan secara administratif wajib mempertanggung-
jawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi talgpngjawabnya dengan
menyampaikaa laporan pertanggung-jawaban penerimaan kepada Kepala
OPD melalui PPK-OPD/PPK-Unit OPD paling lambat tanggal 8 (delapanl
bulal berikutnya;

z. Bendahara penerimaan secara fungsional wajib mempertanggung-jawabkan
atas pengeiolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan yang telah
diverilikasi PPK-OPD/PPK-Unit OPD kepada BUD paling lambat tanggal 1O

(sepuluh) bulan berikutnya.

C. PROSEDUR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN
t. Penyediaan Dana

Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD yang
diterbitkan oleh PPKD per bulan / triwuan dan/kegiatan sesuai dengan
keterseciiaan dana.

2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) OPD

Pengajuan SPP OPD mengacu pada format SPP-UP/GU/TU/LS-Barang dan
Jasa/LS-Pihak Ketiga Lainnya/LS-Gaji dan T\rnjangan sebagaimana
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah. SPP diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada
pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran berdasarkan SPD atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD melalui PPK-OPD/PPK-Unit
OPD.
a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) OPD

SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
untuk permintaan uarrg muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(reuolwnol yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung,
yang dilakukan setiap awal tahun anggarErn setelah dikeluarkannya
Surat Keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP. Penerbitan dan
pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran
untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD/PPK-UniI OPD daiam rangka
pengisian uang persediaan untuk melaksanakan belanja OPD talpa
pembebanan pada rekening tertentu.
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Bendahara Pengeluaran OPD dapat melimpahkan sebagian uang
persediaan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu
OPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
SPP UP dinyatakan lengkap akan diterbitkan SPM oleh PPK-OPD/PPK-
Unit OPD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP UP diterima, dan
jika dinyatakan tidak lengkap PPK-OPD/PPK-Unit OPD akan
menerbitkan surat penolakan SPM paling lambat 1 (satu) hari kerja
sejak SPP-UP diterima dan diberikan kepada Bendahara Pengeluaran
untuk riisempurnakan.
Pengisian kembali Uang Persediaan (UP) dapat diajukan SPP-GU kepada
BUD dengan melampirkan rincian kebutuhan dan penggunaan dana
serta bukti transaksi yang sah dan lengkap.
Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-UP yang diajukan ke register
SPP. Dokumen SPP-UP terdiri dari :

r) Surat pengantar SPP-UP;
2) Ringkasan SPP-UP;
s1 Rincian SPP-UP;
+1 Saiinan SPD;
s1 Alokasi Sumber Dana;
6) Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk
keperluan selain uang persediaan saat pengajual SP2D;

7l FotocopA Peraturan Kepala Daerah/Surat Keputusan Bupati tentang
Besaran Uang Persediaan;

8) Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Belanja Tahun Sebelumnya.

b. SPP Ganti Uang (SPP-GU) OPD
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara
pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD / PPK-Unit OPD
dalam rangka ganti uang persediaan sebesar nilai uang persediaan yang
bisa dipertanggungiawabkan.
SPP-GU dapat disampaikan untuk 1 (satu) kegiatan tertentu atau
beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang ada, dengan batas
nilai minimal sebesar 5Oo/o (lima puluh persenl dari besaran UP.

SPP-GU ciinyatakan iengkap akan diterbitkan SPM oleh PPK-OPD paiing
lambat 2 {dual hari kerja sejak SPP-GU diterima dan jika dinyatakan
tidak lengkap PPK-OPD/PPK-Unit OPD akan menerbitkan surat
penolakan SPM paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak SPP-GU diterima
dan diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk disempurnakan.
Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-GU yang diajukan ke register
SPP. Dokumen SPP-GU terdiri dari :

1) Surat Pengantar SPP-GU;
2) Ringkasan SPP-GU;
s1 Rincian SPP-GU;
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4) Surat pengesahan laporan pertanggung jawaban bendahara
pengeluaran per kegiatan atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU
sebelumnya disertai dengan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;

s1 Rekapitulasi rincian penggunaan UP/GU sebelumnya;
6) Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang

menyatakan bahwa ua-ng yang diminta tidak dipergunakan untuk
keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada
kuasa BUD;

zt Salinan SPD;
s1 Rekapitulasi Data Transaksi Harian, Disertai Dengan Bukti

Pembayaran / Setoran Pajak;
9) Alokasi Sumber Dana.

SPP Tambahan Uang (SPP-TU) OPD
SPP-TU adalah dokumen yang diajukal oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan tambah€rn uang persediaan guna melaksanakan
kegiatan OPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan
untuk pembayaran iangsung cian uang perseriiaan.
Dalam hal suatu kegiatan memerlukal dana mendesak sedangkan dana
UP yang tersedia tidak mencukupi, maka OPD yang bersangkutan
dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dan
terhadap pengajuan SPP-TU tersebut terlebih dahulu harus mendapat
persetujuan dari Kepala Badan Keuangal dan Aset Daerah Kabupaten
Konawe Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari
PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaan. Daiam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan
dalam 1 (safu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas
umum daerah.
Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan
untuk :

a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi I (safu) bulan;
b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah

ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/ KPA.
SPP-TU dinyatakan lengkap akan diterbitkan SPM oleh PPK-OPD/PPK-
Unit OPD paiing lambai 2 (dua) hari keda sejak SPP-TU tiiterima dan
jika dinyatakan tidak lengkap PPK-OPD/PPK-UniI OPD akan
menerbitkan surat penolakan SPM paling lambat 1 (satu) hari ke{a
sejak SPP-TU diterima dan diberikan kepada bendahara pengeluaran
untuk disempumakan.
Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-TU yang diajukan ke register SPP.

Dokumen SPP-TU terdiri dari :

1) Pengantar SPP-TU;
2) Ringkasan SPP-TU;
31 Rincian rencana penggunaan SPP-TU;

+) Salinan SPD;
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5) Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU;
6) Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/ KPA yang

menyatakan bahwa uang yarrg diminta tidak dipergunakan untuk
keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D
kepada kuasa BUD;

z; Alokasi Sumber Dana.
Untuk pengajuan SPP-TU Nihil dilakukan maksimal 1 (satu) bulan dari
proses realisasi pencairan.

d. SPP Langsung (LS-caji cian Tunjangan, SPP-LS Barang dan Jasa, <ian
SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya)
SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pembayaran langsung kepada piha-k ketiga atas
dasar pe{anjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan
pembayaraa gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan wal<tu
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
Bendahara Pengeluaral mencatat SPP-LS yang diajukan ke register SPP.

* Dokumen SPP-LS Gaii dan T\rnjangan terdiri dari:
1. Pengantar SPP-LS Gaji;
2. iRingkasan SPP-LS Gaji;
3. Rincian SPP-LS Gaji:
4. Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/ KPA yang

menyatakan bahwa uang yang diminta hanya dipergunakan untuk
keperluan pembayaran gaji saat pengajuan SP2D kepada kuasa
BUD.

5. Lampiran dokumen pendukung SPP-LS Gaji Induk :

a. Daftar gaji;
u. Rekapitulasi Gaji per lembar;
c. Fotoapg Surat Keputusan yang telah dilegalisir, bila terdapat

perubahan karena :

o Gaji berkala;
o Kenaikan pengkat;
. Perubahan eselon;
. Keputusan kenaikan gaii perryesuaian masa keda.

d. Daftar mutasi, sesuai dengan perubahannya harus dilampirkan :

o Surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP);

. Surat keputusan terakhir;
o Daftar keluarga (Model DK).

e. Tambah Keluarga karena :

o Kawin, dilampiri surat nikah;
o Tambah anak, dilampiri akte kelahiran.

f. Lampiran dokumen pendukung SPP-LS Gaji Susulan :

. Pengantal' SPP-LS geji;

. Ringkasan SPP-LS gaji;

. Rincian SPP-LS gaji;
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. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS gaji;
o Daftar gaji perorangan;
o Rekapitulasi gaji per lembar;
r Rekapitulasi per golongan:
o Untuk pegawai pindahan :

1) Keputusan pindah;
2) Surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP);
3) Surat pernyataan melaksanakan tugas (surat pernyataan

menduduki jabatan), bagi yang mendapatkan tunjangan
jabatan.

o Untuk pegawai baru (Calon Pegawai Negeri Sipil) :

1) Keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai;
2i Surat pernyataan melaksanekan tugas dan surat

pernyataan menduduki jabatan bagi calon pegawai yang
mendapat tunjangan jabatan fungsional;

3) Daftar keluarga (Model DK);
4) Akte nikah;
s) Akte kelahiran.

g. Lampiran dokumen pendukung SPP-LS Kekurangan Gaji
. Daftar gaji perorangan;
. Rekapitulasi gaji per lembar;
. RekapittrlaSi per golongan;
. Keputusan kenaikan Pangkat;
. Keputusan kenaikan gaji berkala.
. Keputusan jabatan yang baru;
. Surat pernyataan pelantikan (untuk tunjangan jabatan

struktural) ;

. Surat pernyataan menduduki jabatan (untuk tunjangan
jabatan fungsional).

h. Lampiran dokumen pendukung SPP-LS Gaji Terusan :

. Daftar gaji perorangan;

. Rekapitulasi gaji per lembar;

. Rekapittrlasi per golongan;

. Surat keterangan ahli waris dari pamong praja dan dilegalisir;
o Surat keterangan kematian dari pejabat berwenang;
. Dibayar setiap bulan, mulai bulan berikutnya setelah yang

bersangkutan meninggal dunia sampai dengan 4 bulan;
. Potongan iuran wajib pegawai sebesar lo/o (satu persen).

6. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)

a. Pengantar SitPP ciari OPD;
b Bagr pegawai yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)

dan SK pensiunnya belum terbit maka pembayaran gajinya akan
dihentikan sambil menunggu penerbitan SKPP;

c. Surat keputusan pensiun, pensiun janda/duda, pindah;
d. Surat keterangan sekolah bagr yang usia anaknya lebih dari 21

tahun dan tidak lebih dari 25 tahun / ij azah terakhir untuk anak
yang usianya lebih dari 21 tahun;





e. Kzrrtu gaji perorangan pegawai;
f. Bagi ASN pensiun yang mendapatkan kenaikan pangkat

pengaMian sebelum mengajukan SKPP dapat dimintakan
terlebih dahulu kekurangan gajinya;

c. Bagr ASN meninggal dunia yang mendapatkan kenaikan pangkat
pengabdian sebelum mengajukal SKPP dapat dimintakan
terleblll dirhulu kekurengan gejtnye sebesat 1 (satu) buleil.

{ Dokumen SPP-LS untuk Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa
terdiri dari :

i. surat penganrar SPP-I s;
2. Ringkasan SPP-LS:
3. Rincian SPP-LS;
4. Salinan SPD;
5. Ringkasan f resume kontrak, Apabila Pengadaan Melebihi dari 1

item,maka wajib menguraikan jenis barang yang lainnya ;

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
KOP OPD

Ai6ot - .letd t\'@ A,tbto - xovJan Ko,rpr.rc. ;har.'mn no 01, K.rupen Ko,to\< S.tdd\

RII'GKASAN I(ONTRAK/RESUUB KONTRAT<
APBD I(ISUPATEII }(O1iATTE AELATAIi

TAHUN AIIGG,AR-AN 2023

DATA I{EOIATAN
e- NAMA KEOIATAN
b- XODTT KECIATAN
c, PEJABAT PEIAKSANA TEKNIS KECIATAN

. PANGAKT/GOL. RUANG

. JABATAN
d PEJA.AAT PEMBUAT XOMITMEN

. NIP

. PANAAI<T/OOL- RUAN(]

. JABATAN

3

DATA PAKET PETiERJAAN
a. NAM PAKET PeKEIdTAAN
t. K()DE REt(ElllN(i KEGIA'rAN
., ANGCARAN PAKET PEXER,AAN
d. SUMBER DANA

DATA PENYEDIA BARANC DAN
a. NAMA PANYEDI-^
t. AIAMAT PENYEDTA
c. NOMOR REKENING BANK

DATA KONTRAK/SPK/KONTRAK AWAL/ ADENDUM
. PDLERJa,{M()iVSrRUT<S,

o. NAMA/JENls ASET
t .IENIS K()NSTEIUKSI

BERTINOXAT/TIDAK BERTIN(tK.AT
PERI{ANEN/TIDAK PERMANEN
LUAS BAN(iUNAN
AI.AMAT/I.r,KASI

c. TANGGAL DAN NoM()R KOmRAK
d WAXTU PELAKSANAAN
c. TANGGAL/BERITA ACARA PEMBAYARAN :

I TAN(](iAL DAt{ BERITA A(JAF'A
PEMERIKSA.AN/ KEMA'UAN PIIKEII^'AAN

e, TANGGAL DAIT BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERTAITA OI

h. T'ANGGAL D N BERITA ACARA SERAII TERIMA
IiEDUA IIDi MAsiA PEMEI-IHARAAN

t. m(rGRAs PISIK

PEKER tAATt PENGAITAr4.N BARA||O/ JA SA
a. NAMA/JENIS ASET
b JUMI-AH BAR N(.i

{qdbn l.bitt.tM t l.e) lutita^ tedy, tu o dtt arte dd @a dase tild tturtoa azrusl
c. MERK/IYPE
d, UKURAN/ISI SII]NDER (Cq
.. BAHAN
f, NOMOR sEI.,I/RAA'G' ,/ ME;SIN/ Po,/SI
9. TA-i{G(}AI-/BERITA AcAFaA SETaAH TERIMA

(BASTI
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DATA JAM'NAN
A. TGL DAN NOMOR
b- TGI, I'AN NOMOR
C. Tc]L DAN NOMOR

.,AMINAN PELAI{SANAAN

.]AMINAN UANC MLIKA

.,AMINAN PEMEI-II]ARAAN

CARA PIIML]AYARAN
A. UANG MUXA/TERMIN/ANGSURAN
t. StaKALIGUS

TNFORMASI PEMBAYARAN
.T. NILAI KONTRAK
b, NILAI PEKI.:R.IAAN S,/ T)
(-- NILAI }'F]KI'RJAAN RAP
d. NII./\I PEXF:RJAAN S/D
E, SISA TJELUM DII'AYAR

tNt
TIAP INI

I.1\I-U

XEPALA OPD 
'(x'(SIELAI(U PEI{GGUNA AIIC'GARAI{,

Kona*e Selatan, h.t.i/ totvt t. / hltl.Dt /tul1tt,1

PE'AAAT PEMBUAT I<OIITEN (PPI(},

NA!4A !E!LG-!qP
NIP X'O(

!.AXA LElGtsAI
NIP :<'(,(
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PEMERINTAH KABUPATEN KONAWI SELATAN
KOP OPD

I '. r'r l/' I rrir,/!: ,;lir,ir \ : \tt..t tj 1i,i,... r:r,

SIrRAl rErlRArGAIl BUXTT PERTAIgGUII(I,AWABAI DAL/|X pEiG]rUAX 3?X-t
IIOIOR :...............

SbhubunBan dengan Surat hrmintaan Pcmbayaran Langsung (SPP-LS) yang kqmi

4ukan Sebesaf Rp. .............,..,... (teftitoigl. Untuk Keperluan OPD r.q.rr Kabupatcn Konal^,e

Selatan Tahun AngSaran 2O23, dengaa ini menyatakan sebenaml.a bah$a :

l. Ilahua Proscs Pcn8adaar Barang/Jasa telah dilakE€na-kan dengsr ketentus! yang bcrlakui

2. Bah$,a kami benanggung jawab sepcnuhnya atas kebcnaran dan keabsahan

adminisrasi/formil maupu[ materil terhadap srluruh pcnSeluaran/bclanja dan/atau

pertangSungia*aban atas penStunaan angSaran serta kcbanafan ltrhitungan
pemuntutan/pemotongan pajak, maupun s.gala akibat ysng timbul dBri peogcluaian yang

dibayarkan ol.h Bcndaharan Pengcluaran/B€ndahara Pen8eluaran Pembantu kepada yang

berhak menerima:

3. Bah$,a s€luruh bukli bukti pengcluaran yanS lcngkap dan sah dan/atau

penensgungiar,Bber {Bcrkas Dokumcn/SPJI ada pada OPD ........- {OPD lerkairl;

.1. Segala dokumrn ketrutuhan pemcriksaar laudit inten@l da,J. etstemol, lxmeriksaan lainnya

berada pada oPD.......... (OPD f€dcair).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengar scbenai-bcnamya uotuk mcknSkapi

pcrsryaralan pengajuan SPP-LS OPD rEr kami.

A^d@lo, tanggal/ bulan/ tahun

Xcpdr S.lretr'l t/ B.dr!/ Dh../ KrDto,
l(rbEprt.! KoErl. SoLt.n,

0

T{TP
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6. Fotoapy NPWP perusahaan;
7. SSP PPlr + PP111 s-6i11ittt'
8. Fotocopg rekening bank perusahaan;
9. Berita acara serah terima (BAST) yang telah verifikasi dan

disetujui oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah c.q. Bidong Aset;
10. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/ KPA yang

menyatakan bahwa uang yang diminta hanya dipergunakan
untuk keperluan pembayaran pihak ke III saat pengajuan SP2D;

11. la.mpiran Dokumen LS Belanja Modal dan Belanja Barang dan
Jasa Rp. 50jt s/d 200juta :

. Ringkasan kontrak lsoficopgl;

. Kuitansi asli bermaterai;

. Surat Perintah Kerja beserta lampirannya untuk pengadaan
barang (Soficopyl;

. Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan (Sofiapgl;

. Berita Acara Penerimaan Barang/ Penyerahan Pekerjaan
(Softcopgl.

Pemelihoraan diatas Rp.SO rt s/ d 20O rt
a. Ringkasan kontrak;
b. Kuitansi asli bermaterai;
c. Copg Referensi dari Bank Umum (diutamakan Bank

Pemeintah namun untuk kelancaran proses pencairan dana
disarankan menggunakan Bank Sultra), nama penyedia
barang/jasa harus sesuai dengan SPK;

d. Surat Perintah Kerja beserta lampirannya untuk pengadaan
barang/pekerjaan kontruksiljasa iainnya riengan niiai
sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiafl dan
untuk jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiahl;

e. Jaminan Pemeliharaan;
f. Berita Acara Angsuran Pembayaran;
g. Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan;
n. Berita Acara Penerimaan Barang/Penyerahan Pekerjaan;
i. Berita Acara Laporan Kemqjuan Pekerjaan;
j. Faktur Pajak;
k. ssP PPh + PPN /e-biuing.
Pemeliharaan/ Pengadaan Barang di atas Rp. 2O0 jt
a. Ringkasan kontrak;
b. Kuitansi Asli bermaterai;
c. Copy Referensi dari Bank Umum (diutamakan Bank

Pemeintah namun untuk kelancaran proses pencairan dana
di.sarankan menggunakan Bank Sultral, nama penyedia
barang/jasa harus sesuai dengan SPK;
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d. Surat Perjanjian beserta lampirannya untuk pengadaan
barang/ pekerj aan kontruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas
Rp. 200.000.OOO,- (dua ratus juta rupiahl dan untuk jasa
konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- llima puluh
juta rupiahl;

e. Jaminan Pelaksanaan (khzszs untuk jasa konsultan si tidak
dip erlu kan j aminan p elaks anaanl ;

f. Berita Acara Angsuran Pembayaran;
g. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Peke{aan;
h. Berita Acara Penerimaan Barang/Penyerahan Pekerjaan;
i. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan;
j. Faktur Pajak;
k. SSP PPh + PPN /e-billing.

Bantuan Sosiat/ HibaV Bantuan Keuangan/ Belanja Tak Terduga
pada pilwk ketiga
a. Proposal;
u. Kuitansi Asli bermaterai;
c. Nota Persetujuan dan Surat Keputusan Bupati;
d. Susunan Pengurus;
e. Fotoapg rekening Bank Umum.
Asuransi
a. Kuiiansi Asii bermaterai;
b. CopA referensi dari Bank Umum (diutamakan Bank

Pemeintah rlclmun untuk kelancaran proses pencairan danta

disaranknn menggwwkan Bank Sultra), n€una penyedia
barang/jasa harus sama sesuai dengan SPK;

c. Jaminan Pelaksanaan untuk nilai diatas Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah);

d. Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian :

o Untuk nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupial\
sld Rp. 200.000.000,- (ciua ratus iuta rupiaiil Surat
Perintah Kerja beserta lampirannya;

. Untuk nilai diatas Rp. 200.0O0.0OO,- (dua ratus juta rupiat!
Surat Perjanjian beserta lampirannya dengan disertai
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

e. Polis;
f. Faktur Pajak;
g. SSP PPh 23/e-billing.
Lembur
a. Surat Perintah Kerja irmbur;
b. Daftar Lembur;
c. Rekapitulasi lembur, apabila permintaan lembur lebih dari 1

(satu) bulan atau lebih dari satu kode rekening;
d. SSP PPh 2l /e-billing.
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Jasa Akomadasi dan Konsum-si
a. Ringkasan Kontrak;
b. Kuitansi asli bermaterai;
c. Jaminal Pelaksanaan untuk nilai diatas Rp. 200.000.000,-

(dua ratus juta ruptahl;
d. Surat Perintah Kerja/ Surat Perjanjian

o Untuk nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiafl
s/d Rp. 200.000.OOO,- (dua ratus juta rupiall Surat
Perintah i{erja beserta iampirannya,

r Untuk nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiall
Surat Perjanjian beserta lampirannya disertai Surat Mulai
Kerja (SPMK),

o Jadwal :

1) Absensi;
2) Berita acara penyelesaian pekerjaan;
3) SSP PPh 23;
4) Alokasi dana.

{ Dokumen SPP LS-Pihak Ketiga Lainnva terdiri dari :

l. Pengantar SPP-LS-Pihak Ketiga Lainnya;
2. Ringkasan SPP-LS-Pihak Ketiga Lainnya;
3. Rincian SPP-LS-Pihak Ketiga Lainnva:
4. Salinan SPD;
5. Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/ KPA yang

menyatakan bahwa uang yang diminta halya dipergunakan
untuk keperluan pembayaran pihak ke III saat pengajuan SP2D.

6. Lampiran SPP LS-Pihak Ketiga Lainnya
Belanja Modal Perencanaan Konsultasi yang perhitungan
harganya menggunakar biaya personil (Billing Ratel :

a. Ringkasan Kontrak;
x Kr rifarrei Aqli Etarrnatcrai.

c. Copg Referensi dari Bank Umum (diutamakan Bank
Pemeintah namun unhtk kelancaran proses pencairan dana
disarankan menggunakan Bank Sultral, nama penyedia
barang/jasa harus sama sesuai dengan SPK;
o Surat Perintah Kefa/ Surat Perjanjian Kerja

- Untuk nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiahl Surat Perintah Kerja beserta
lampirannya,

- Unt-rik niidi riiaiaS Rp. 5O.000.0AA,- (iiriLu putuh juta
rupiahl Surat Perintah Kerja beserta lampirannya
dengan disertai Surat Perintah Mulai Keq'a (SPMK).

o Untuk pembayaran angsur€rn sesuai tahapan pekerjaarr

.vang dilampiri :

- Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan dilampiri :

1) Bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai
pentahapan waktu pekerjaan,
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2) Bukti penyewaan/ pembelian alat penunjang,
3) Buldi pengeluaran lainnya berdasarkan rincian

dalam surat penawar€rn.
- Berita Acara Penyerahan Buku/Laporan Hasil Pekerjaan

Perencanaan (sesuai tahnpan pekerjaanl,
- Berita Acara Pemeriksaan Perencanaan,
- Berita Acara Pembayaran Angsuran.

. Untuk pembayaran l00o% lunas dilampiri :

- Berita Acara Kemajuan kestasi pekerjaan, dilampiri:
1) Berita kehadiran dari tenaga konsultaa sesuai

pentahapan waktu pekerjaan,
2) Bukti penyewaan/pembelian alat penunjang,
3) Bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian

dalam surat penawaran.
- Berita Acara Penyerahan Buku / Lapor€rn Hasil Pekerjaan

Perencanaan;
- Berita Acara Pemeriksaan Perenc€rnaan;
- Berita Acara Serah Terima Pekedaan Perencanaan;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran.

o Faktur Pajak;
. SSP PPh + PPNIe-billing.

Belanja Modal Perencanaan Pembangunan Konstruksi
Gedung
a. Ringkasan Kontrak;
b. Kuitansi Asli Bermaterai;
c. Copg referensi dan Bank Umum ldiutamakan Bank

Pemeintah namun untuk kelancaran proses pencairan
dana disarankan mengrynakan Bank Sultral, nama
penyedia barang/jasa harus sesuai dengan SPK;

d. Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian :

o Untuk nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiahl Surat Perintah Kerja beserta
lampirannya,

o Untuk nilai diatas Rp. 50.0O0.0OO,- (lima puluh juta
rupiah) Surat perjanlian beserta lampiralnya dengan
disertai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

e. Berita Acara Pembayaran
r Berita Acara Pembayaran Angsuran | (untuk

pembayaran maksimum 80%ol dilalnpilri :

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 8Oo/o, -

Berita Acara Serah Terima Pekerl'aan Perencanaan,
- Berita Acara Pembayaran Angsuran I sebesar 80o/o.

. Berita Acara Pembayaran Angsuran lI (sebesar 20oQ

drlamptn:
- Laporan Kemajuan Peke{aan Perencanaan 1007o,
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- FotocopA SPK Fisik,
' Berita Acara Pembayaran Angsuran II sebesar 207o.

f. Faktur Pajak;
g. SSP PPh pasal 4 ayat 2/e-billing;
h. PPN/e-billing.
Belanja Modal Perencanaan Pembangunan Kontruksi Non
Gedung
a. Ringkasan Kontrak;
b. Kuitansi Asii Bermaterai;
c. Copy referensi dari Bank Umum {diutamakan Bank

Pemeintah namun untuk kelancaran proses pencairan
dana di.sarankan menggunakan Bank Sultral, nama
penyedia barang/jasa harus sesuai dengan SPK;

d. Surat Perintah Ke{a/ Surat Perjanjian:
o Untuk nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima

puluh juta rupiahl Surat Perintah Kerja beserta
lampirannya,

. Untuk niiar dratas Rp. 50.000.00O,- llima puLuh juta
rupiahl Surat pe{anjian beserta lampirannya dengaa
disertai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

e. Berita Acara Pembayaran;
f. Faktur Pajak;
g. SSP PPh pasal 4 ayat 2 / e-billing;
h. PPN le-billinq.
Belanja Modal Jasa Pelaksana Konstntksi
a. Ringkasan Kontrak;
b. Kuitansi Asii Eermaterai;
c. Copg Referensi dari Bank Umum (diutamakan Bank

Pemeintah namun untuk kelancaran proses pencairan
dano disarankan menggunakan Bank Sultra), nama
penyedia barang/jasa harus sesuai dengan SPK;

d. Jaminan Pelaksanaan untuk nilai diatas Rp.

200.000.0O0,- (dua ratus juta rupiahl;
e. Surat Perintah Ke{a/Surat Perjanjian Ke{a

e Untuk nilai Rp. 50.000.000,- llima puluh juta rupiah)
s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiahl Surat
Perintah Kerja beserta lampirannya,

r Untuk nilai diatas Rp. 200.000.OOO,- (dua ratus juta
rupiahl Surat Perjanjian beserta lampirannya dengan
disertai Surat Perintah Mulai Keria (SPMK).

f. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka yang
dilampiri Surat Jaminan/Bank Garansi uang muka yang
diberikan oleh Bank Umum atau perusahaan asuransi
yang mempunyai program asuransi kerugian (suretg bondl
dan harus ciireasuralsikan sesuai dengan ketentuan
Menteri Keuangan. Uang Muka diberikan maksimum
30% dari nilai kontrak untuk usaha kecil dan maksimum
2Oo/o dari nilai kontrak untuk usaha non kecil;
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g. Untuk Pembayaran sesuai kemajuan fisik
dilapangan/prestasi hasil pekerjaan maka setiap
pembayaran angsur€rn harus dipotong jaminan
pemeliharaan, angsuran uang muka, denda (bila adal
dan pajak, dengan dilampiri :

o Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan,
. Berita Acara Pembayaran Angsuran.

h. Pembayaran yang dilakukan 100% dilampiri :

. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan/fisik,
o Berita Acara Pemeriksaan untuk BAST Peke{aan I

Fisik/Konstruksi,
o Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I

Fisik/Konstruksi,
. Jaminan Pemeliharaan yang diketahui Pejabat

Pembuat Komitmen,
r Berita Acara pembayaran sebesar 100%o.

i. Faktur Pajak;
j. SSP PPh pasal 4 ayat 2l e-billing;
t<. SSP PPN/e-billing.

Belanja Modal Jasa Pengauasan/ Manajemen Konstruksi
a. Ringkasan Kontrak;
u. Kuitansi Asli Bermaterai;
c. Copg Referensi dari Bank Umum (diutamakan Bank

Pemeintah namun untuk kelancaran proses pencairan
dana disarankan menggunakan Bank Sultral, nama
penyedia barangTjasa harus sesuai dengan SPi(;

d. Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian
. Untuk nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima

puluh juta rupiahl Surat Perintah Kerja beserta
lampirannya,

. Untuk nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiahl Surat Perjanjian beserta lampirannya dengan
disertai Surat Perintah Mulai Ke{a (SPMK).

e. Untuk Pembayaran dilampiri :

. Laporan harian/mingguan kemajuan peiaksanaan
pekerjaan pengawasan,

o Berita Acara Pembayaran Angsuran,
o Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan,
. Fotocapg Berita Acara Serah Terima I Pekeriaan

Fisik/Konstruksi,
o Bila Masa Pemeliharaan melebihi Tahun Anggaran

maka wajib melampirkan jaminan pemeliharaan yang
telah diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
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f. Faktur Pajak;
g. SSP PPh pasal 4 ayat 2/e-billing;
h. SSP PPN/e-billing.

Belanja Modal Pekerjaan Swakelola
a. Ringkasan Kontrak;
b. Kuitansi asli bermaterai;
c. CopA Referensi dari Bank Umum (diutamakan Bank

Pemerintah namun untuk kelancaran proses pencairan
dana disarankan menggunakan Bank Sultral, nama
penyedia barang/jasa harus sesuai dengan SPK/Surat
Perjanjian;

d. Surat Kuasa Pelaksanaan Kegiatan beserta lampirannya;
. Laporari Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Laporan

awal, antara, akhir kalau diminta dalam KAIg dan
penggunaan keuangan (setiap bulan);

o Berita Acara Penyerahan Laporan Pelaksanaan
Pekeqaal dan Penggunaan Keuangan se bagar
lampiran untuk tahap pembayaran;

o Berita Acara Pentahapan Pembayaran.
e. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
f. Faktur paiak;
g. SSP PPN dan PPH 23le-billing.

3. Surat Permintaan Membayar (SPM)

a. SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas
beban pengeiuaran DPA OPD.

b. SPP yang sudah dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM.

c. SPP yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM.

d. Dalam hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan
yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang
untuk menandatangani SPM.

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
a. SP2D aciaiah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana

di Bank Sultra yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.
b. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang
diajukan tidak melampaui pagu anggaian dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

c. Dokumen SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
d. Dokumen SPM yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah

dan/ atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD
menoiak menerbitkan SP2D.
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e Dalam hal Kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat
menunjuk pejabat yang diberi wewen€rng untuk menandatangani Sp2D.

{ Dokumen SPM-UP terdiri dari :

a. SPM;
u. Salinan SPD;
c. Surat pernvataan untuk ditandatangani oleh pA/KpA yang

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk
keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada
kuasa BUD;

d,. FotocopA Peraturan Kepala Daerah/Surat Keputusan Bupati
tentang Besaran Uang Persediaan.

*Dokumen SPM-GU terdiri dari :

a. SPM;
b. Salinan SPD;
c. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunalan untuk
keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada
kuasa BUD;

d. Surat Tanggung Jawab Mutlak;
e. Surat pengesahan laporan pertanggung jawaban bendahara

pengeluaran per kegiatan atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU
sebelumnya disertai dengan bukti pengeluaran yang sah (KuitanstJ
dan lengkap;

I. Rel€ilittii{isi riniiail li€iigguilaail UP/ GU sebeliiiili,iya.
*Dokumen SPM-TU terdiri dari :

a. SPM;
u. Salinan SPD;
c. Surat pernvataan untuk ditandatangani oleh PA/ KPA yang

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk
keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada
kuasa BUD;

d. Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU;
e. Surat Persetujuan PPKD.

*Dokumen SPM-LS terdiri dari :

Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan
peiilbay€lletl iengsutlg lieiiada ililiak ketiga.

Dokumen SPM LS Gaji dan Tunjangan :
a. SPM;
b. Salinan SPD;
c. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/ KPA yang

menyatakan bahwa uang yang diminta hanya dipergunakan
untuk keperluan pembayaran gaji saat pengajuan SP2D kepada
kuasa BUD;
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d. Lampiran dokumen pendukung SPM-LS Gaji Induk :

o Daftar gaji;
o Rekapitulasi Gaji per lembar;
o FotocopA Surat Keputusan yang telah dilegalisir. bila terdapat

perubahan karena :

1) Gaji berkala,
2) Kenaikan Pengkat,
3) Perubahan Eselon,
4) Keputusan Kanaikan Gaji Penyesuaian Masa Kerja.

o Daftar mutasi, sesuai dengan perubahannya harus
dilampirkan:
1) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);

2) Surat Keputusan Teralhir;
3) Daftar Keluarga (Model DK).

. Tambah Keluarga karena :

1) Kawin, dilampiri surat nikah;
2) Tambah anak, riiiampiri akte kelahiran.

Lampiran dokumen pendukung SPM-LS Gaji Susulan :

o Daftar gaji perorangan;
o Rekapitulasi gaji per lembar;
o Rekapitulasi per golongal:
r Untuk pegawai pindahal :

1) Keputusan pindah,
2) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP),
3) Surat Pernyataan Melaksanakan T\.rgas (Surat Perngataan

Men dudukt Jabatanl, bagi yang mendapatkan tunjangan
jabatan.

' Untuk Pegawai Baru lCaton Peganuai Negei Sipitl :

1) Keputusan pengangkatan sebagai Calon pegawai;
2) Surat pernyataan mela-kssnakan tugas dan surat pernyatsan

menduduki jabatan bagi calon pegawai yang mendapat
tunj angan jabatan fungsional;

3) Daftar keluarga (Model DK);
+) Akte nikah;
5) Akte kelahiran.

Lampiran dokumen pendukung SPM-LS Kekurangan Gaji :

. Daftar gaji perorangan;

. Rekapitulasi gaji per lembar;

. Rckapituiasi pei' gtrluiigah;

. Keputusan kenaikan pangkat;

. Keputusan kenaikal gaji berkala;

. Keputusarr jabatan yang baru;

. Surat pernyataan pelantikan (untuk tunjangan jabatan
strukturall;

. Surat pernyataan menduduki jabatan (untuk fiinjangan jabatan
fungsionatl.

f
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Lampiran dokumen pendukung SPM-LS Gaji Terusan :

. DaJtar gaji perorangan;

. Rekapitulasi gaji per lembar;

. Rekapitulasi per golongan;

. Surat keterangan ahli waris dari pamong praja yang ditegalisir;

. Surat keterangan kematian dari pejabat berwenang;

. Dibayar setiap bulan, mulai bulan berikutnya setelah yang
bersangkutan meninggal dunia sampai dengan 4 (empatl bt:Jan;

. Potongan iuran wajib pegawai sebesar 276.

Dokumen SPM-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa, SPM-LS Pihak
Ketiga Lainnya :

a. SPM;
b. Salinan SPD;
c. Surat pernyataa-n untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang

menyatakan bahwa uang yarg diminta hanya dipergunakan
untuk keperluan pembayaran pihak ke III saat pengajuan SP2D;

d. Surat Tanggung Jawab Mutlak;
e. Lampiran Dokumen LS-Barang dan jasa ciiatas, LS-Pihak Ketiga

Lainnya diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- :

. Ringkasan kontrat;

. Kuitansi;

' Berita Acara Serah Terima Peke{aan/ Serah Terima Barang;
. Faktur Pajak;
. SSP PPh + PPNIe-billing.

5. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
a. Bendahara pengeluaran secara administratif wqjib mempertanggung

jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uangT tambah uang
kepada Kepala OPD melalui PPK-OPD/PPK-UniI OPD paling lambat
tanggal 8 (delapanl bulan berikutnya;

b. Pertanggungjawaban pengeluaran merupakan proses pertanggung
jawaban seluruh pengeluaran belanja yang dilakukan oleh bendahara
pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu dalam rangka
pelaksanaan APBD.

c. Pertanggungjawaban fungsional yang dibuat oleh Bendahara
Pengeluaran dan telah diverifikasi oleh PPK-OPD/PPK-Unit OPD

disampaikan kepada PPKD seiairu BUD paiing iambat tanggal 10
(sepuluhl bulan berikutnya. Pertalggungjawaban tersebut berupa Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan gabungan dengan SPJ
Bendahara Pengeluaran Pembantu. SPJ tersebut dilampiri dengan
Laporan Penutupan Kas dan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

d. Pada al<hir tahun anggaran berjalan (Bulan Desember) SPJ dikirim
palirg lambat hari kerja terakhir bulan berkenaan.

e. Dokumen pertanggungiawaban Bendahara Pengeluaran dalam
menatausahakan pengeluaran mencakup :

. Bui<u Kas Pembantu;

. Buku Simpanan/ Bank;
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. Buku Pajak;

. Buku Panjar;
o Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek;
r Register SPP UP/GU/TU/LS.

f. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melakukan
pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan
bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tigal
bulan.

g. Pertanggungiawaban UP/GU terdiri dari:
Pelimpahnn Dana UP/ GU ke Bendahara Pengeluaran Pembantu
Apabila atas persetujuan Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran
melakukan pelimpahan uang persediaan ke bendahara pengeluaran
pembantu maka pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang
dilimpahkan sebagai " Pelimpahan UF di:
1) BKU pada kolom pengeluaran;
2) Buku Pembantu simpanan/Bank pada kolom pengeluaran.

h. Pertanggungjawaban Penggunaan TU
. Bendahara pengeiuaran melakukan pertanggungiawaban

penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah habis/selesai
digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada
waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

. Langkah-langkah dalam membuat pertanggunglawaban TU adalah
sebagai berikut :

1) Bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti belanja yang
sah atas penggunaan tambahan uang persediaan.

2) Apabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara
pengeluaran meiakukan setoran ke Kas Umum Daerah. Surat
Tanda Setoran (STS) atas setoran itu dilampirkan sebagai
lampiran laporan pertanggungiawaban TU.

3) Berdasarkan buktibukti belanja yang sah dan lengkap tersebut
dan bukti penyetoran sisa tambahan uang persediaan (apabila
tambahan uang persediaan melebihi belanja gang diktktkanl
bendahara pengeluaran merekapitulasi belanja kedalam Laporan
Pertanggu.ngiawaban Tambahan Uang Persediaan sesuai dengan
program dan kegiatannya yang dicantumkan pada awal
pengajuan TU.

4) Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan
kepada Pengguna Anggaran melalui PPK OPD/PPK-UniI OPD.

5) PPK OPD/PPK-UniI OPD kemudian melakukan verifrkasi atas
pertanggunglawaban yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.

6) Pengguna Anggaran kemudial menandatangani laporan
pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan.

7) Dokumen Pengadaan Langsung Pengadaan Barang/Jasa dan
Pihak Ketiga Lainnya :

Dolstmen pengadaan iangsung pengadaan barang dengan metode
pascolatalfiknsi dan bernilai diatas Rp. 50.000.000,- (limo puluh
juta rupiah) sampai dengan Rp. 2OO.O00.O00,- (dua ratus iuta
rupiah) terdii dari :
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a. Kerangka Acuan Kerja;
b. Berita Acara Survey Harga Pasar;
c. Riwayat Harga Perkiraan Sendiri;
d. Keputusan PPKom tentang Rencana Pengadaan Barang/Jasa

(RUP);

e. Nota Dinas PPKom kepada Pejabat/Pokja ULP tentang
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;

f. Informasi Harga;
g. Dokumen Pengadaan sesuai ciengan Peraturan Kepaia LI(PP

tanggal 12 November 2012 Nomor 15 Tahun 2Ol2 tentang
Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

h. Undangan kepada Calon Penyedia;
i. Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Penawaran;
j. Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga /Biaya;
k. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
l. Penetapan Pemenang;
m. Pengumuman Pemenang Pengadaan Langsung;
n. SPK;
o. Surat Pesanan.

Dolstmen pengadaan iangsung josa konsultansi dengan metode
pralotalfikasi dan bernilai setinggi-tingginga Rp. 5O. 000. O00'- (ima
puluh juta rupiah) terdii dai :

Dokumen pengadaan langsung pekerjaan konstruksi/ jasa lainnga
dengan metode pascalalalifikasi dan bernilai diatas Rp.
50.000.000,- (ima puluh juta rupiah) sampal dengan Rp.
200.000.000,- (duo ratus juta rupiahl terdiri dari :

a. Kerangka Acuan Kerja;
b. Berita Acara Survey Harga Pasar;
c. Riwayat Harga Peri<iraan Sendiri;
d. Keputusan PPK tentang Rencana Pengadaan Barang/Jasa

(RUP);

e. Nota Dinas PPK kepada Pejabat/Pokja ULP tentang
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

f. Informasi Harga, Dokumen Pengadaan sesuai dengan
Peraturan Kepala LI(PP tanggal 12 November 2012 Nomor 15

Tahun 201.2 tentang Staldar Dokumen Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah;

g. Undangan kepada Calon Penyedia;
h. Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Penawaran;
i. Berita Acara Klarifrkasi Teknis dan Negosiasi Harga/Biaya;
j. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
k. Penetapan Pemenalg;
l. Pengumuman Pemenang Pengadaan Langsung;
m. SPK;
n. Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK).
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a. Kerangka Acuan Kerja;
b. Berita Acara Survei Harga Pasar;
c. Riwayat Harga Perkiraan Sendiri;
d. Keputusan PPK tentang Rencana Pengadaan Barang/Jasa;
e. Nota Dinas PPK kepada Pejabat/Panitia Pengadaan Barang

tentang Pelaksanaan Pengadaa Barang/Jasa;
f. Informasi Harga;
g. Dokumen Pengadaan sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP

tanggai 12 iiovember 2012 i'[omor 15 Tahun 2012 tentang
Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

h. Undangan kepada Calon Penyedia;
i. Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifrkasi dan

Pembuktian Kualifikasi ;

j. Berita Acara Pembukaan dan Eva-luasi penawaran;
k. Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga/Biaya;
l. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
m. Penetapan Pemenang;
n. Pengumuman Pemenang Pengadaan Langsung;
o. SPK;
p. Surat Perintah Melaksanakan Peke{aan (SPMP).

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS)
1. Kepala OPD Dinas Pendidikan dal Kebudayaan pada Kabupaten Konawe

Selatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang
selanjutnya DPA-OPD yang memuat pendapatan dan belanja Dana BOS
sesuai ciengan RI(A-OPD.

2. Kepala Satdiknas Swasta menyampaikan laporan penerimaan hibah Dana
BOS kepada PPKD selaku BUD Kabupaten Konawe Selatan melalui OPD
Badan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana BOS, Kepala
Daera-h mengangkat Bendahara Dana BOS pada masing-masing Satuan
Pendidikan Negeri/ Swasta setiap tahun anggaran atas usul Kepala OPD
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pejabat Pengelo1a Keuangan
Daerah yang selanjutnya disebut PPKD. Pengangkatan bendahara
tersebut riitetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

4. Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka (2), membuka
rekening Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan
Negeri/Swasta atas nama Satuan Pendidikan yang diusulkal oleh Kepala
Satuan Pendidikan melalui Kepala OPD Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, yang selanjutnya rekening tersebut ditetapkan oleh Bupati.

5. Kepala OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe
Selatan menyampaikan Rekening Dana BOS pada masing-masing Satuan
Pendidikan Negeri/ Swasta sebagaimala dimaksud pada angka (3), kepada
Kepaia OPD Dinas Penciidikan Provinsi, sebeium ciiiaksanakan
penandatanganan Naskah Pe{anjian Hibah yang selanjutnya disebut NPH
BOS.
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6. Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Rekening Dana BOS
masing-masing Satuan Pendidikan Negeri/ Swasta sebagaimana dimaksud
pada angka (3), dilakukan setelah penandatanganan NPH BOS.

7. PPKD selaku BUD Provinsi memberikar informasi penyaluran Dana BOS
kepada PPKD selaku BUD Kabupaten Konawe Selatan.

8. Kepala Satdiknas Negeri/ Swasta melaporkan Penerimaan Dana BOS yang
diterima dari Menteri yang menangani urusan di bidang keuangan melalui
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara kepada PPKD selaku BUD
Kabupaten Konawe Seiatan.

9. PPKD selaku BUD Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan informasi
penerimaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka (7) dan angka
(8) menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H).

10. Berdasarkan SP2H sebagaimana dimaksud angka (9), PPKD Kabupaten
Konawe Selatan mengakui realisasi pendapatan.

ll.Dalam hal terdapat pembebanan layanan perbankan maupun imbalan
jasa berupa bunga dan/ atau jasa giro dalam pengelolaan rekening Dana
Bos menjadi beban dan pendapatan RKUD.

L2. DaTam hai sampai ciengan berai<hirnya tahun anggaran, ter<iapat sisa
Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri/Swasta, maka sisa Dana BOS
dicatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan yang selanjutnya disebut SiLPA
tahun berkenaan, dan selanjutnya digunakan pada tahun anggaran
berikutnya dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
BOS tahun berikutnya.

l3.Tata Cara Pencatatan dan Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan
dan Belanja Dana BOS sebagai berikut :

a. Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri/ Swasta
mencatat penciapatan dan beianja Dana BOS pada Buku Kas Umum
beserta Buku Kas Pembantu dengan Contoh format Buku Kas Umum,
Buku Kas Pembantu, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak
dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja pada Bendahara Dana
BOS.

b. Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri/Swasta
menyampaikan realisasi pendapatan dan realisasi belanja setiap bulan
kepada Kepala Satuan Pendidikal, dengan melampirkan bukti-bukti
pendapatan dan belanja yang sah, paling lama pada tanggal 5 (limal
bulan berikuinya, untuk pengesahan oieh Kepaia Satuan Pendidikan.

c. Berdasarkan Buku Kas Umum dan/ atau Buku Kas Pembantu
sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Bendahara Dana BOS

men)'usun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS

masing-masing Satuan Pendidikan Negeri/ Swasta setiap triwulan.
d. Bendahara Dana BOS menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan

dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada huruf (c), kepada
Kepala Satuan Pendidikan Negeri/Swasta, untuk selanjutnya
disampaikan kepada Kepala OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
pada setiap triwuian paiing iama tanggai iO (sepuluhl buian
berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
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e. Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS
sebagaimana dimaksud pada huruf (d), dilampiri Surat Pernyataan
Tanggungjawab Kepala Satuan Pendidikan Negeri/ Swasta.

f. Dalam hal mempertimbangkan lokasi, kondisi geografis dan jarak
tempuh serta pertimbangan objektif lainnya, Bupati dapat menetapkan
kebijakan penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Dana BOS sebagaimana dimaksud pada huruf (d), dilakukan setiap
semester paling lama tanggal L0 (sepuluhl bulan berikutnya setelah
semester yang bersangi<utan berakhir.

g. Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja dari Kepala
Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf (d), atau huruf
(f), Kepala OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan
Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya disebut SP2B
Satuan Pendidikan Negeri/ Swasta kepada PPKD.

h. Berdasarkan SP2B Satuan Pendidikan sebagaimana dimalsud pada
huruf (g), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja
(SPB) Satuan Pendidikan Negeri/ Swasta.

i. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang seianjutnya disebut PFK OPD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan PPKD selaku BUD melakukan
pembukuan atas belanja Dana BOS Satuan Pendidikan berdasarkan
SPB Dana BOS Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf
(h), dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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LAMPIRAN TV PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : I TAHUN2O24
TANGGAL:3Jarurag.r2024
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAII HABUPATEIT KONAEE SELATAI{ TAHUIT
AI{GGARAN 2024

PERTANGGUNGJAWABAN

A PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
t. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung-

jawabkan penggunaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambah
Uang Persediaan kepada Kepala OPD melalui PPK-OPD/PPK-Unit OPD
paling lambat tanggal lO (sepuluhl bulan berikutnya.

2. Da-lam hal laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada
huruf A angka 1, telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat
pengesahan laporan pertanggung-jawaban.

3. Untuk tertib laporan pertanggungrawaban pada akhir tahun anggaran,
pertanggungiawaban pengeluaran ciana buian Desember disampaikan
paling lambat tanggal 3l (tiga puluh satu) Desember.

4. Bendahara pengeluaran pada OPD wajib mempertanggung-jawabkan
secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung-jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungiawaban pengeluaran kepada
PPKD selaku BUD paling lambat tanggal lO (sepuluhl bulan berikutnya.

5. Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan
pertanggunglawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling
lambat tanggal 5 (limal bulan berikutnya.

B. LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA
1. Pertanggung-jawaban OPD :

a. Kepala OPD meny'usun laporan realisasi semester pertama anggaran
pendapatan dan belanja OPD sebagai hasil pelaksanaan anggar€rn
yang menj adi tanggung-jawabnya;

b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka t huruf a,

disertai dengan prognosis untuk 6 (enaml bulan berikutnya;
c. Laporan sebagaimala dimaksud pacia huruf B angka i huruf b,

disiapkan oleh PPK-OPD/PPK-UniI OPD dan disampaikan kepada
Pejabat Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan
realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja OPD

serta prognosls untuk 6 (enaml bulan berikutnya paling lama 7 (tujult)
hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan
berakhir;
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d. Pejabat Pengguna Anggaran (PA) menyampaikan laporan realisasi
semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja OPD serta
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud
pada huruf B angka t huruf c, kepada PPKD sebagai dasar
penlusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10
(sepuluhl hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran
berkenaan berakhir.

Pertanggung-jawaban PPKD :

a. PPKD menyusun iaporan reaiisasi semesrer pertama APBD dengan
cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama
allggaran pendapatan dan belanja OPD sebagaimana dimaksud pada
huruf B angka t huruf c paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun
anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah
selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

b. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf B angka
2 huruf a disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat minggu
ketiga buian iuli tahun anggaran berkenaan untuk ciitetapkan sebagai
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam)
bulan berikutnya;

c. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6
(enam) buian berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf B angka
2 huruf b disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli
tahun anggaran berkenaan.

C. LAPORANTAHUNAN
I. Pertanggungiawaban OPD :

a. PPK-OPD/PPK-UniI OPD menyiapkan laporan keuangan OPD tahun
anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala OPD untuk
ditetapkan sebagai laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan
anggaran OPD;

b. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka I
huruf a, disampaikan kepada PPKD sebagai dasar Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

c. Laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1

hurui a, ciisampaikan kepada Kepaia Daerah melalui PPKD paiing
lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

d. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka I
huruf c disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil
pelaksanaan anggaran yang berada di OPD yang menjadi tanggung-
jawabnya;

e. Laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud pada huruf C angka I
huruf d terdiri dari :

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

)l Neraca;
3) Laporan Operasional (LO);

2
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4l Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

f. Laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1

huruf e dilampiri dengan surat pernyataan Kepala OpD bahwa
pengelolaan APBD yang menjadi tanggung-jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai dan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan.

2. Pertanggungiawaban PPKD :

a. PPKD menJrusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara
menggabungkan laporan-laporan keuangan OPD sebagaimana
dimaksud pada huruf C aagka t huruf e, paling lambat 2 (duol bulan
setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan;

b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf C angJ<a 2 huruf a disampaikan kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
dalam rangka memenuhi pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;

c. Laporan keuangar sebagaimana dimaksu<i paria huruf C angxa 2
huruf a terdiri dari :

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2l Laporan Perubahal Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan
sAL);

3) Neraca;
4l Laporan Operasional (LO);
s) Laporan Arus Kas (LAK);
6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7l Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

d. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2
huruf b disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerinta-h
yang mengatur tenta.ng Standar Akuntansi Pemerintahan;

e. Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf C angla 2 huruf b dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi
kine{a dan laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah;

f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf C angka 2 huruf a dilampiri dengan surat pernyataan Kepala
Daerah yang menyatakan pengeioiaan APBD yang menjadi tanggung-
jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

g. Laporan Keuangan sebagaimala dimaksud pada huruf C angJ<a 2

huruf b disampaikan oleh PPKD kepada Inpektorat Kabupaten untuk
dilakukan reuiu;

h. Laporan Keuangan sebagaimana dimal<sud pada huruf C ang)<a 2
huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah, kepada Badarr Pemeriksa
Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tigal
bulan seteiah tahun anggaran berakhir;
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Kepala Daera-h memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil
pemeriksaan BPK.

D. PENETAPAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
1. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6
(enaml bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungiawaban Peiaksanaan
APBD sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1, memuat iaporan
keuangan yang meliputi laporan realisasi anggar€rn, laporan perubahan
saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, Iaporan arus kas,
laporan perubahan elatitas, catatan atas laporan keuangan, serta
dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar
Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

3. Apabila sampai batas waktu 2 (dual buian setelah penyampaian laporan
keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf g, BPK
beium menyampaikan hasii pemeriksaan, Kepaia Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung-jawaban Pelaksanaan
APBD kepada DPRD.

4. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf D angka
3, dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neroco, laporan arus kas,
catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja yang isinya sama
dengan yang disampaikan kepada BPK.

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung-jawaban Pelaksanaan
APBD sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 4, dirinci dalam
Rancangan Peraturan Kepaia Daerah tentang penjabaran pertanggung-
jawaban Pelaksanaan APBD.

6. Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf
D angka 5 dilengkapi dengan lampiran terdiri dari :

a. Ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
b. Penjabaran laporan realisasi arrggaranr.

7. Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD ditentukan oleh DPRD.

8. Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggung-jawaban Peiaksanaan aFBD oleh DFRD paling iama i (saiai
bulan terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah diterima.

E. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN PERATURAN KEPALA

DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

APBD
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran pertanggung- jawaban Peiaksanaan APBD

sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tigal hari ke{a
disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
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2. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang penj abaran pertanggung-j awaban Pelaksanaan
APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan
Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Bupati Menetapkan Rancangan
dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

3. Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggung-jawaban Pelalsanaan
APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-
Undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujult hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.

4. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan
Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang penjabaran pertanggunglawaban Pelaksanaan APBD menjadi
Peraturan Daerah dan Peraruran Bupati, Gubernur membataikan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
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LAMPIRAN V
NOMOR :
TANGGAL :

TENTAITG :

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
I texvv2oz4

3 JArtur{4 2024
PEDOMAN PELAI(SANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAI{
BELANJA DAERAiI KABUPATEIT KOI{Atr'E SELATAIT TAiTINC
ANGGARAN 2024

PELAPORAN

A. KETENTUAN UMUM
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 189

sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diatur
sebagai berikut :

a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penJrusunzrn
dan penyqjian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas
pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan OPD selaku
entitas akuntansi.

b. Laporan keuangan OPD disusun dan disajikan oleh Kepala OPD selaku PA
sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi :

1) Laporan Realisasi Anggaran;
2) Neraca;
3) Laporan Operasional;
4i Laporan Perubahan Ei<uitas; <ian
5) Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Laporan keuangaa OPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD
paling lambat 2 {dual bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala
SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada
Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertaaggungjawaban
pelaksanaan APBD.

e. Laporan keuangan Pemerintah Daerah pai-ing sedikit meiiputi :

l) Laporan Realisasi Anggaran;
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3) Neraca;
4) LaporanOperasional;
5) L,aporan Arus Kas;
6) Laporan Perubahan Ekuitas;
7) Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala
Daerah melalui Sei<retaris Daerah paling iambat 3 (tigu'1 buian setelah
tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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g. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reuiu oletr Aparat
Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

h. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

i. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
ciiselesaikan seiambat-iambatnya 2 (ciuai buian setelah menenma iaporan
keuangan dari Pemerintah Daerah.

j. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan
hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dual bulan setelah menerima laporan
keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

k. Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas
laporan keuangan Pemerintah Daerah.

i. Daiam rangka memenuhi kewajiban penyampaian iniormasi keuangan
daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan OPD bulanan
dan semesteran untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan
daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangaa bulanan dan
semesteran untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut di atas, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut :

a. Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik OPD maupun SKPKD dilampiri
dengan Surat Pernyataan Kepala OPD/SKPKD yang menyatakan bahwa
pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar
akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

b. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disusun
dan riisajikan oieh Bendahara 'timum Daerah sebagai bagian dari Laporan
Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan.

c. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
dilampiri dengan surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan
kas yang menjadi tanggrngjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian intem yang memadai, standar akuntansi
pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk bulanan berupa Laporan
Realisasi Anggaran.

e. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk semesteran berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
dan Neraca.
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f. Proses penyusunan laporan keuangan mengandung informasi, aliran data,
penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

B. KETENTUAN PELAKSANAAN
a. Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi

1) Setiap akhir periode akuntansi yang ditentukan atau berdasarkan
kebutuhan penyajian informasi, PPK-OPD menyusun :

a) Neraca Saldo;
b) Jurnai penyesuaian akhir periode;
c) Neraca Saldo setelah penyesuaian;
d) Jurnal penutupan.
PPK-OPD dapat menggunalan Kertas Kerja yang terdiri atas kolom-
kolom untuk penyajian neraca saldo, jurnal penyesuaian akhir periode,
neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup dan laporan
keuangan terkait.

2) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK-OPD menflsun:
a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

bi Laporan Operasionai (LO);

c) Neraca;
d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

3) Berdasarkan LRA, LO, Neraca, dan LPE yang telah dibuat, PPK-OPD
menlrusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4) PPK-OPD menyerahkan laporan keuangan yang telah disusun kepada
Pengguna Anggaran.

5) Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Kepala OPD yang
menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi
tanggunglawabnya telah diseienggarakan ber<iasarkan sistem
pengendalian intem yang memadai, standar akuntansi pemerintahan,
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Pengguna Anggaran menyampaikan laporan keuangan OPD beserta
surat pernyataan kepada Kepala Daerah. Pada saat yang bersamaan,
Laporan keualgan OPD diseralkaa kepada PPKD untuk proses
konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

b. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Bagian 7 - Pengiapan Kertas Kerja Konsolidasi
ii Fungsi Akuntansi di Entitas Peiaporan (selanjutnya <iisebut Fungsi

Akuntansi) menyiapkan kertas kerja (utorksh.eetl dengan lajur sesuai
banyaknya OPD dan SKPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca
Saldo Gabungan OPD dan SKPKD.

2) Fungsi Akuntansi memindahkan data pada Neraca Saldo OPD dan
Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja konsolidasi.

3) Fungsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian konsolidasi berupa
jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitons yaitu RK-PPKD dan
RK-OPD. Jurnal eliminasi tersebut merupakan catatan dalam kertas
kerja konsoiidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan di entitas
akuntansi.
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4) Fungsi Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah
(konsolidasfl berdasarkan Neraca Saldo OPD dan Neraca Saldo SKPKD
serta jurnal eliminasi.

Bagian 2 - Pengusunan Laporan Keuangan Konsolidosi
l) Berdasarkan Neraca Saldo setelah penyesuaian, Fungsi Akuntansi

menJrusun :

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi;
b) Laporan Operasionai iLOi Konsolidasi;
c) Neraca Konsolidasi;
d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
e) Laporan Perubahan SAL;
f) l,aporan Arus Kas.

2) Fungsi Akuntansi membuat catatan atas laporan keuangaa sesuai
dengan sistematika dan penjelasan di Kebijakan Akuntansi dan/atau
Standar Akuntansi Pemerintah.

3) PPKD menyerahkan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah
disusun kepada Kepaia Daerah meialui Sekretaris Daerah.

4) Kepala Daerah membuat Surat Pernyataan Kepala Daerah yang
menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi
tanggungiawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan,
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5) Kepala Daerah menyampaikan laporan keuangan Pemerintah Daerah
kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
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